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ABSTRAK 

 

Pelaksanaan kampanye hitam dan politik uang dalam 

pemilihan kepala desa sangat berpengaruh dalam merubah bahkan 

merusak sistem domokrasi di Negara kita karena jenis pelanggaran ini 

dilakukan untuk menjatuhkan kandidat calon kepala desa lainnya 

dengan menebar berita bohong atau propaganda serta memberikan 

imbalan dan iming-iming kepada masyarakat. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini ialah  bagaimana pelaksanaan kampanye hitam 

dan politik uang di desa canggu, bagaimana dampak kampanye hitam 

dan politik uang di desa canggu, dan bagaimana perspektif fiqh 

siyasah tasry’iah terhadap pelaksanaan kampanye hitam dan politik 

uang. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengkaji secara 

mendalam tentang pelaksanaan,dampak,dan perspektif fiqh siyasayah 

tasry’iyah dalam pemilihan kepala desa canggu kecamatan kabupaten 

lampung barat. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field 

research) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau di 

responden.Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, 

observasi,dokumentasi, berbagai sumber referensi buku-buku yang 

ada korelasi dengan judul penelitian,dan jurnal yang berhubungan 

dengan penilitian ini. 

Berdasarkan analisis penelitian maka disimpulkan bahwa 

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Canggu Kecamatan Batu brak 

Kabupaten Lampung barat, masih menerapkan sistem kampanye 

hitam dan politik uang. Secara aplikasinya sudah memenuhi kriteria 

dalam praktikannya, seperti ketika berkampanye adanya proses saling 

menjelekkan pasangan calon dan memberikan imbalan berupa uang, 

sembako, dan iming-iming program kerja yang nyata kepada kalangan 

masyarakat. Maka dari itu tidak sesuai dengan sistem kampanye dan 

berpolitik yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan di 

Indonesia. Dampak kampanye hitam dan politik uang pada pemilihan 

Kepala Desa Canggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung 

Barat berdampak buruk bagi pola pikir masyarakat dalam 

berdemokrasi yang baik dan benar sesuai dengan sistem politik yang 

ada pada undang-undang karena masyarakat tidak peduli dengan 

kesejahteraan masyarakat desa canggu melainkan hanya ingin imbalan 
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atau uang dari kedua pasangan calon kepala desa. Dilihat dari 

perspektif Fiqh siyasah Tasyri’iyah kampanye ini bertentangan dengan 

konsep siyasah tasyri’iyyah karena hukumnya haram karena di 

dalamnya terdapat upaya untuk mendapatkan dukungan dengan cara 

mengungkapkan kejelekan atau aib orang lain yang tidak berdasarkan 

fakta dan perbuatan ini jelas akan mendatangkan kemudharatan. 

Kampanye hitam dan politik uang  dalam Pemilihan Kepala Desa 

merupakan kebijakan yang menyimpang dari psinsip tasyri’ yang 

digunakan untuk membuat Undang-Undang dalam sistem legislasi 

Islam kampanye politik terkesan seperti kebijakan yang dipaksakan 

sebagai opsi untuk menghindari kebijakan yang lebih luas yaitu PKPU 

No. 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sehingga 

prinsip tasyri’ tersebut tidak dapat diterapkan secara komprehensif 

dalam pemberlakuan kebijakan tersebut. 

 

 

 

 

 

  



 

vi 

ABSTRACT 

The implementation of black campaigns and money politics in 

village head elections significantly influences and even undermines 

the democratic system in our country. These violations are conducted 

to discredit other candidates by spreading false news or propaganda 

and offering rewards and incentives to the community. The problem 

statements in this research are: how are black campaigns and money 

politics conducted in Canggu village, what are the impacts of these 

practices in Canggu village, and what is the perspective of fiqh 

siyasah tasyri’iyah on the implementation of black campaigns and 

money politics? The objective is to understand and analyze deeply the 

implementation, impact, and perspective of fiqh siyasah tasyri’iyah in 

the village head election in Canggu village, Batu Brak sub-district, 

West Lampung Regency. 

This research uses a field research method, conducted in the 

field or with respondents. The data were obtained from interviews, 

observations, documentation, various reference books related to the 

research title, and journals associated with this study. 

Based on the research analysis, it is concluded that the Village 

Head Election in Canggu Village, Batu Brak Sub-district, West 

Lampung Regency, still employs black campaign and money politics 

practices. In practice, these criteria are met, such as candidates 

slandering each other and offering rewards like money, basic 

necessities, and promises of real work programs to the community. 

Therefore, these practices do not comply with the campaign and 

political systems stipulated in Indonesian laws and regulations. The 

impact of black campaigns and money politics on the Village Head 

Election in Canggu Village, Batu Brak Sub-district, West Lampung 

Regency, is detrimental to the community's mindset towards proper 

and correct democracy as per the political system in the law. The 

community becomes indifferent to the welfare of Canggu village and 

is only interested in the rewards or money from the candidates. From 

the perspective of fiqh siyasah tasyri’iyah, this campaign contradicts 

the concept of siyasah tasyri’iyyah because it is considered haram 

(forbidden) due to the effort to gain support by revealing the faults or 

flaws of others without factual basis, which clearly leads to harm. 

Black campaigns and money politics in the Village Head Election 

deviate from the principles of tasyri’ used to make laws in the Islamic 

legislative system. Such political campaigns seem like forced policies 

to avoid broader policies, namely PKPU No. 23 of 2018 concerning 

General Election Campaigns, thus the principles of tasyri’ cannot be 

comprehensively applied in the implementation of these policies. 
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dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” 

(QS. Al-Baqarah [2]: 188) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Skripsi ini terlebih dahulu mengemukakan beberapa 

istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Adapun judul 

skripsi ini adalah “Dampak Kampanye Hitam Dan Politik 

Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Fiqh 

Siyasah (Studi di Desa Canggu Kecamatan Batu Brak 

Kabupaten Lampung Barat)”. Adapun hal-hal penting yang 

berhubungan dengan judul tersebut sebagai berikut:  

1. Dampak  

Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat 

baik negatif maupun positif.
1
 Dampak secara sederhana 

bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap 

keputusan yang diambil oleh seseorang biasanya 

mempunyaidampak tersendiri, baik itu dampak positif 

maupun dampak negatif.
2
 

2. Kampanye Hitam  

Kampanye hitam merupakan terjemahan dari bahasa 

Inggris (black campaign) yang artinya melakukan 

kampanye dengan cara-cara yang tidak sehat seperti 

menebar keburukan pihak lain. Kampanye hitam adalah 

kampanye yang dilakukan dengan cara menjatuhkan 

pribadi pihak lawan supaya pihak lawan atau politikus 

tersebut tidak disenangi oleh banyak orang khususnya 

para pemilih.
3
 

3. Politik Uang  

Politik uang adalah suatu upaya mempengaruhi orang 

lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat 

diartikan jual beli suara pada proses politik, kekuasaan 

                                         
1Tim Pustaka Phoenik, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT Media 

Pustaka Phoenik, 2009), 177. 
2 Saeyunda, “Pengertian Dampak Menurut ahli”, Blogspot.co.id, 2018 

http//pengertianpengertian-info.blogspot.co,id/2015/05/html. 
3Yanti Setianti, Kampanye dalam Merubah Sikap Khalayak (Bandung: 

Alumni, 2008), 4. 
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dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi 

atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih menjelang 

hari H pemilihan umum. Praktik Politik Uang dilakukan 

dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara 

lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan 

tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka 

memberikan suaranya untuk partai atau calon yang 

bersangkutan.
4
 

4. Pemilihan Kepala Desa  

Pemilihan Kepala Desa adalah suatu pemilihan kepala 

desa secara langsung oleh warga desa setempat. Kepala 

Desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai 

pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang 

setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang 

dipimpinnya.
5
 

5. Perspektif  

Perspektif adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, 

kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan 

penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan 

objektif untuk memecahkan suatu persoalan.
6
 

6. Fiqh Siyasah  

Fiqh siyasah adalah ilmu tata Negara Islam yang secara 

spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan 

kepentingan ummat manusia pada umumnya dan Negara 

pada khususnya. 

 

Berdasarkan pada penegasan kalimat diatas maka yang 

dimaksud penulis dalam judul “Dampak Kampanye Hitam 

Dan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Dalam 

Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Canggu Kecamatan 

Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)” adalah bagaimana 

                                         
4Elvi Juliansyah, Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah (Bandung: Mandar Maju, 2007), 2. 
5 Widjaja, Pemerintah Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang Undang 

Nomor 5 Tahun 1979 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 28. 
6Deparemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa, Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470. 



3 

pelaksanaan kampanye hitam dan politik uang pada pemilihan 

kepala desa dalam perspektif fiqih siyasah dan penelitian di 

desa canggu kecamatan batu brak kabupaten lampung barat. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 

1945) amandemen IV yang menyebutkan bahwa 

"NegaraIndonesia adalah negara hukum”, dengan kata lain 

konstitusi UUD 1945 telah menempatkan hukum dalam posisi 

yang tertinggi dan menentukan dalam sistem 

ketatanegaraanpemerintah Indonesia. Prinsip negara hukum 

dilihat dari aspek pelaksanaan hukum yang mengandung arti, 

segala tindakan pemerintah dan tindakan masyarakat harus 

selalu sesuai dengan hukum yang berlaku, maka setiap tindak 

pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum, 

jadi hukum dipandang sebagai satu-satunya cara penyelesaian 

terhadap suatu tindak pidana. Konsep negara hukum yang 

berkedaulatan rakyat pada intinya mengandung dua dimensi, 

yakni:  

1. Dimensi kedaulatan hukum yang menghendaki seluruh 

aktivitas kehidupan ketatanegaraan harus tunduk pada 

hukum. Hukum harus menjadi landasan bagi sikap 

tindakan negara (asas legalitas).  

2. Dimensi kedaulatan rakyat yang menghendaki rakyatlah 

yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam negara dan 

menentukan aturan main melalui perangkat-perangkat 

hukum yang ada. Berdasarkan dua dimensi tersebut di atas 

kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

selanjutnya disebut NKRI adalah berada di tangan rakyat 

dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, hal ini 

terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: 

“Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 

Undang-Undang Dasar.” 

Negara Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana 

juga tercermin dalam UUD 1945, maka dalam 

penyelenggaraan pemilu yang tercermin di dalam Pasal 22E 
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ayat (1) UUD 1945: “Pemilihan Umum dilaksanakan secara 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima 

tahun sekali.” 

 Pemilu merupakan salah satu bentuk dan cara 

yangpaling nyata untuk melaksanakan demokrasi sebagai 

perwujudan kedaulatan rakyat, maka rakyat melalui Pemilihan 

Umum akan memilih pemimpinnya. Jika demokrasi 

diartikansebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, 

sehingga cara rakyat untuk menentukan pemerintahan itu 

dilakukan dengan Pemilu.
7
 

Melalui pemilu yang diselenggarakan dengan LUBER 

(Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia) dan JURDIL (Jujur 

dan Adil), secara tidak langsung rakyat dapat 

melakukansirkulasi pergantian pemerintahan dengan jalan 

damai tanpa merusak tatanan dan aturan main yang sudah 

disepakati bersama.Bagi bangsa-bangsa yang beradab, pemilu 

sebagai sebuah instrumen bagi pembentukan modern dan 

demokratis, karena mereka percaya bahwa melalui pemilu itu 

pemerintahan dapat berjalan lebih mulus, dibandingkan 

dengancara-cara dan tindakan kekerasan masal yang lebih 

mengedepankan radikalisme.(Piliang 2001: 61) Sebagaimana 

menurut UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, “Pemilu 

sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyatdalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkanPancasila dan 

UUD 1945”. Pemilihan umum di Indonesiadiadakan setiap 

lima tahun sekali, yang telah berlangsung sejaktahun 1955. 

Pemilihan umum diselenggarakan secarademokratis dan 

transparan, jujur dan adil dengan mengadakanpemberian dan 

pemungutan suara secara langsung, umum,bebasdan rahasia. 

Kemudian setelah sukses bangsa indonesiamenyelenggarakan 

Pemilu 2014 secara langsung, maka disusuldengan pemilihan 

di 20 tingkat lokal, yakni pemilihan kepaladaerah (Pilkada) 

secara langsung. 

                                         
7 Gaffar Jenedjri, M., Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah 

Konstitusi  (Makassar: Perpustakaan, 2013), 75. 
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Pemilihan kepala desa atau yang lebih dikenal dengan 

pilkades merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi tingkat 

desa yang menggambarkan bahwa demokrasi di Indonesia 

sudah berjalan sesuai dengan makna yang sebenarnya yaitu 

pemerintah berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 

Dalam hal ini, tentu terdapat kontestasi politik yang 

mengharuskan calon kepala desa mempromosikan segala 

bentuk visi, maupun misinya supaya dapat memenangkan 

pemilihan kepala desa. 

Visi maupun misi tersebut dapat disampaikan pada saat 

masa kampanye calon kepala desa. Hal inilah yang biasanya 

menimbulkan reaksi berlebihan dari kalangan masyarakat 

mengenai pandangan mereka terhadap kampanye tersebut. 

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye 

Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (21) menyebutkan bahwa 

kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang 

ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih 

dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri 

peserta pemilu.
8
 

Pada pemilahan umum, sering terjadi beberapa masalah 

terlebih mengenai kampanye, salah satunya adalah kampanye 

hitam dan Politik uang. Pelaksanaan kampanye hitam dan 

praktik politik uang sangat berpengaruh dalam merubah 

budaya demokrasi di Negara kita karena jenis kampanye ini 

dilakukan untuk menjatuhkan kandidat lainnya dengan berita-

berita propaganda atau kebohongan.
9
 

Kampanye hitam (black campaign) dan politik uang 

adalah kampanye yang penggunaannya menggunakan cara 

yang tidak sehat yaitu dengan menyebarkan berita yang belum 

benar adanya supaya masyarakat mengangapnya tidak baik 

kemudian melakukan praktik politik uang yaitu dengan 

                                         
8  PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum 
9 Agung Pandu Winasis, “Penanggulangan Kampanye Hitam Sebagai 

Hambatan Demokrasi diEra Disrupsi Teknologi Informasi,” Jurnal Unnes, Vol.4 No.3 

(2018): 1129, https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh. 
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memberikan sesuatu berupa uang,sembako atau kebutuhan-

kebutuhan pokok lain nya yang dianggap bisa mengambil hati 

masyarakat  atau dengan harapan agar masyarakat bisa 

memilihnya ketika pemilihan berlangsung. 

Hal-hal seperti inilah yang merusak citra demokrasi di 

Indonesia khususnya pada pesta demokrasi tingkat desa 

Dalam negara demokrasi, negara memiliki peran penting 

dalam menjaga keamanan dan ketertiban, juga dalam 

pengembangan dan jaminan atas penyelenggaraan demokrasi 

itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 

2015 tentang pemerintahan pekon sudah menetapkan hal-hal 

yang dilarang dalam kampanye khususnya dalam Pasal 76 

ayat (1) disebutkan bahwa larangan kampanye bagi pelaksana, 

peserta dan tim kampanye, di antaranya:  

1. Dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, 

golongan, calon dan/atau calon yang lain. 

2. Dilarang menghasut dan mengadu-domba perseorangan 

atau masyarakat. 

3. dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat 

ibadah, dan tempat pendidikan.  

4. dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi 

lainnya kepada peserta kampanye pemilu.
10

 

Praktik politik uang selalu menjadi sorotan diberbagai 

daerah setiap pemilu sehingga demokrasi lokal di desa 

terkotori dengan adanya praktik politik uang tersebut. Adanya 

kampanye hitam dan praktik politik uang diberbagai daerah 

ketika pemilu tersebut membuat peneliti tertarik bahwa hal 

serupa juga terjadi dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) di 

desa canggu kecamatan batu brak kabupaten lampung barat. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 

65 Tahun 2017  tentang perubahan atas Permendagri Nomor 

112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa dijelaskan 

bahwa masyarakat pemilih, panitia pemilihan, tim sukses, dan 

para calon kepala desa perlu bersama-sama membangun 

                                         
10 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 Tentang 

Pemerintahan Pekon 
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budaya hukum anti korupsi melalui pembuatan fakta integritas 

anti korupsi. Terdapat sanksi tegas bagi calon kepala desa 

yang melakukan kegiatan yang mengarah pada praktik politik 

uang, misalnya langsung di diskualifikasi. Terkait substansi 

hukum, pasal 149 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP) dapat dijadikan sebagai payung hukum untuk 

memberantas praktik politik uang dalam pemilihan kepala 

desa. 

Perspektif fiqih siyasah ajaran agama perbuatan 

kampanye hitam dan politik uang termasuk Akhlaqul 

Madzmumah / sifat yang tercela disebut dan termasuk 

kedalam perbuatan fitnah,hasud,ghibah dan 

namimah. Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam 

(QS.Al-Baqarah/2:193) 

                          

       [٣٩١,البقرة سورة] 

 “Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada 

fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata 

untuk allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), 

maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-

orang yang zalim”.(QS. Al-Baqarah [2]: 193). 

Hasil penelitian dilapangan kampanye hitam maupun 

poltik uang harus ditindak secara tegas dan sejauh mungkin 

dihindari karena kedua bentuk pelanggaran hukum pilkada 

tersebut akan merusak tatanan demokrasi kita.  

Politik Uang sangat berbahaya dalam membangun 

sebuah proses demokrasi yang bersih. Politik uang akan 

merendahkan martabat rakyat karena suara rakyat hanya akan 

dinilai dengan bahan makanan atau uang yang sangat tidak 

sebanding dengan apa yang didapat oleh seorang calon kepala 

desa setelah menduduki jabatan kelak. Politik uang juga 

merupakan pembodohan rakyat karena mereka telah dikelabui 

dengan bahan makanan dan sejumlah uang untuk memperoleh 

suaranya yang sebenarnya demikian berharga. 
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Kampanye hitam sangat berbahaya karena 

mengandung unsur jahat dan melanggar norma, baik norma 

sosial maupun norma agama. Kampanye hitam juga 

memberikan pendidikan politik yang jelek bagi masyarakat. 

Kampanye hitam dapat mempengaruhi pencitraan terhadap 

kandidat calon kepala desa/peratin. Citra yang diperoleh oleh 

orang tersebut adalah citra buruk sehingga seorang kandidat 

yang sebenarnya sangat berkualitas dan mampu menjadi 

pemimpin daerah yang baik, namun karena diisukan buruk 

oleh orang tertentu, maka sang calon akhirnya tidak terpilih, 

padahal ia belum tentu seperti apa yang dituduhkan 

kepadanya. Oleh sebab itu Kampanye hitam juga dapat 

membuat perpecahan di tengah-tengah masyarakat, apalagi 

jika kampanye hitam itu memunculkan isu SARA. 

Adapun yang terjadi di Desa Canggu Kecamatan Batu 

Brak Kabupaten Lampung Barat dalam pemilihan kepala desa 

menggunakan kampanye hitam dan politik uang untuk 

memenangkan konstestasi politik dengan berbagai macam 

siasat kampanye hitam dan politik uang yaitu dengan menebar 

kebohongan, menjelekkan pasangan calon,memberi iming-

iming pada masyarakat sehingga masyarakat bisa 

memenangkan salah satu pasangan calon pada pemilihan 

kepala desa. 

Setiap pemilu maupun pilkades akan banyak kita jumpai 

perbuatan-perbuatan yang melanggar etika dalam 

berkampanye, seperti kampanye hitam dimana kampanye 

bertujuan untuk menjatuhkan pihak lawan melalui isu-isu 

yang tidak berdasar, Hal ini tentu menimbulkan permasalahan 

dikalangan tim sukses maupun masyarakat pada umumnya, 

karena merupakan perbuatan tercela dari perspektif ajaran 

agama, etika masyarakat, norma-norma dan hukum maka 

perbuatan tersebut patut dijauhi agar terciptanya demokrasi 

yang baik sebagaimana tercantum dalam pembukaan undang-

undang dasar 1945 guna mewujudkan masyarakat yang 

sejahtera. 
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C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Fokus utama atau area spesifik yang akan dibahas dari 

penelitian ini adalah dampak kampanye hitam dan politik 

uang pada Pemilihan Kepala Desa. Hal itu dikarenakan 

dampak kampanye hitam dan politik uang setiap masyarakt itu 

berbeda-beda. Maka dari itu penulis ingin mengetahui 

bagaimana dampak kampanye hitam dan politik uang pada 

Pemilihan Kepala Desa di Desa Canggu Kecamatan Batu 

Brak Kabupaten Lamoung Barat. 

Berdasarkan fokus utama penelitian yang telah 

disebutkan sebelumnya, adapun yang menjadi sub fokus dari 

penelitian ini adalah dampak kampanye hitam dan politik 

uang pada Pemilihan Kepala Desa dalam perspektif fiqh 

siyasah di Desa Canggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten 

Lamoung Barat. 

 

D. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: 

1. Bagaimana Pelaksanaan kampanye hitam dan politik uang 

di Desa Canggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten 

Lampung Barat? 

2. Bagaimana perspektif Fiqh siyasah Tasyri’iyah terhadap 

pelaksanaan kampanye hitam dan politik uang?  

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kampanye 

hitam dan politik uang pada pemilihan kepala Desa 

Canggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat 

2. Untuk mengetahui perspektif Fiqh siyasah Tasyri’iyah  

terhadap pelaksanaan kampanye hitam dan politik uang 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi 

konstribusi dalam mengembangkan dan memperkaya 

khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang 

Pelaksanaan Kampanye Hitam dan Politik Uang Pada 

Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah 
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yang terkait dengan hukum tata negara, sehingga hal 

tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut memberikan 

informasi kepada masyarakat mengenai Pelaksanaan 

Kampanye Hitam dan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala 

Desa. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan 

referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa 

Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan khusunya berkaitan 

dengan Hukum Tata Negara khususnya di UIN Raden 

Intan Lampung. 

 

2. Seacara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi 

kegunaan dalam menggali nilai hukum yang hidup secara 

alami tumbuh untuk kepentingan sosial agar dapat 

membedakan dalam melakukan perbuatan hukum, dan 

memberikan manfaat secara teoritik yang luas terhadap 

pelaksanaan Fiqh Siyasah. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Tinjauan Pustaka memuat uraian sistematis tentang 

informasi hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Bagian ini memuat perbedaan yang ada pada 

penelitian terdahulu yang dapat dijadikan argumen bahwa 

penelitian yang akan dikerjakan ini bersifat menyempurnakan 

atau mengembangkan penelitian terdahulu. Adapun penelitian 

terdahulu yang berhasil ditemukan penulis antara lain sebagai 

berikut:  

1. Artikel yang berjudul “Cara Kerja Politik Uang (Studi 

Kasus Pilkada Dan Pilkades Dikabupaten Pati)” yang di 

susun oleh Fitriyah.
11

 Dalam artikel tersebut, membahas 

tentang cara kerja politik uang yang terjadi pada saat 

Pemilu.  Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

                                         
11  Fitriyah, “Cara Kerja Politik Uang (Studi Kasus Pilkada dan Pilkades di 

Kabupaten Pati),” Jurnal Politika, Volume 6 No. 2 (2015): 95, 

https://doi.org/10.14710/politika.6.2.2015.101-111. 
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peneliti lebih spesifik pada politik uang dalam pilkades. 

Berdasarkan hal tersebut, terdapat persamaan yaitu 

membahas tentang Politik Uang namun ada sedikit 

perbedaan yaitu penulis lebih fokus ke politik uang pada 

saat pilkades, sedangkan artikel tersebut fokus membahas 

cara kerja politik uang. Seperti halnya Tulisan karya 

Didik Suharianto, yang berjudul Dampak Money Politics 

Hasil Pemilu Kepala Daerah Terhadap Konstitusi. 

 

2. Skripsi Ratih Purwatih yang berjudul: “Pandangan 

Hukum Islam Terhadap Kampanye Hitam dan Ujaran 

Kebencian dalam Pemilihan Presiden 2019”
12

 dalam 

skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian 

kepustakaan, dari hasil penelitian ini terdapat kesamaan 

yaitu membahas tentang pelaksanaan kampanye hitam 

berpengaruh dalam merubah budaya demokrasi kita 

karena jenis kampanye ini dilakukan untuk menjatuhkan 

kandidat lainnya dengan berita-berita propaganda atau 

kebohongan.  

 

3. Skripsi Muhammad Fauzi Nasution yang berjudul “Etika 

kampanye Dalam Penyelenggara Pilkada Menurut Fiqh 

Siyasah”.
13

 Skripsi ini peneliti menemukan persamaan 

yaitu sama sama meneliti tentang pemilihan kepala 

daerah, sedangkan perbedaan nya dalam skripsi tersebut 

peneliti melakukan perbandingan antara peran rakyat 

yang begitu penting di dalam mekanisme kepala daerah 

pada masa reformasi dan orde baru. Sedangkan dalam 

skripsi ini penulis hanya berfokus pada pemilihan kepala 

desa yang menerapkan kampanye hitam dan politik uang. 

 

 

                                         
12Ratih Purwasih “Pandangan Hukum Islam Terhadap Kampanye Hitam Dan 

Ujaran Kebencian Dalam Pemilihan Presiden 2019” (Skripsi, UIN Raden Intan 

Lampung, 2019), 4. 
13Muhammad Fauzi Nasution ”Etika Kampanye Dalam Penyelenggara 

Pilkada Menurut Fiqh Siyasah” (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2017), 3. 
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H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan tentang 

berbagai metode dan teknis serta teori yang dipergunakan 

dalam praktek operasional kerja penelitian ilmiah
14

 dalam 

penelitian ini,data diperoleh dari penelitian lapanggan 

langsung tentang Pelaksanaan Kampanye Hitam dan Politik 

Uang Pada Pemilihan Kepala Desa khusus nya Desa Canggu 

Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini, di kategorikan penelitian 

lapangan (field research) yaitu penelitian yang di 

lakukan di lapangan atau di responden.
15

 yaitu 

melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh 

data atau informasi secara langsung dengan 

mendatangi subjek yang bersangkutan. Selain 

lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian 

kepustakaan (library research) sebagai pendukung 

dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan 

literature yang ada di perpustakaan yang relevan 

dengan masalah yang akan di teliti. 

 

b. Sifat penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

deskriptif, yaitu suatu bentuk Penelitian yang paling 

dasar ditujukan untuk mendeskripsikan Fenomena 

yang ada, baik Fenomena yang bersifat Alamiah 

ataupun rekayasa manusia. Penelitian ini mengkaji 

bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, 

kesamaan, dan perbedaannya dengan Fenomena lain. 

Fenomena disajikan apa adanya hasil Penelitiannya di 

uraikan secara jelas dan gamblang tanpa manipulasi. 

                                         
14 Bunyana Sholihin, Metodologi Penelitian Syari’ah (Yogyakarta: Kreasi 

Total Media, 2018), 152. 
15 Susiadi, Metode Penelitian (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M 

Institut Agama Islam Negeri Raden Intan   Lampung, 2015), 10. 



13 

Hasil Penelitian Deskriptif sering di gunakan.
16

 

Dalam penelitian ini akan di deskriptifkan tentang 

bagaimana dampak kampanye hitam dan politik uang 

pada pemilihan kepala di Desa Canggu Kecamatan 

Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.  

 

2. Sumber data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Data primer merupakan data yang  dikumpulkan 

secara langsung oleh peneliti untuk menjawab  

masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam 

penelirian eksploratif, deskriftif maupun kausal 

dengan menggunakan metode pengumpulan data 

berupa survei ataupun observasi.
17

 

 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian 

dari sumber-sumber yang telah ada.
18

 

 

3. Populasi dan Sample 

a.  Populasi 

Populasi adalah kumpulan dari semua 

kemungkinan orang-orang dan benda-benda dan 

ukuran lain,yang menjadi objek perhatian atau 

kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian.
19

 

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat dan 

aparatur Desa Canggu Kecamatan Batu Brak 

Kabupaten Lampung Barat yang berjumlah 200 orang 

 

 

                                         
16Moh Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 54. 
17Asep Hermawan, Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif (Jakarta: Pt 

Grafindo, 2005), 168. 
18

Ibid., 58. 
19

V. Wirata Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta, Pustaka Baru 

Press, 2020),  65. 
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b.  Sampel 

Prosedur dalam menentukan sampel 

penelitian menggunakan teknik Purposive Sampling 

yaitu dilakukan atas pertimbangan-pertimbangan 

tertentu.
20

 Teknik Purposive Sampling yaitu teknik 

pengumpulan sampel yang jika jumlah populasinya 

kurang dari 100 orang maka jumlah sampel yang 

diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasi nya 

lebih dari 100 orang maka jumlah sampel yang di 

ambil 10 – 15% dari jumlah populasinya. Jumlah 

sampel pada penelitian ini sebanyak 20 orang bagian 

Aparatur Desa/Pekon Canggu yaitu terdiri dari 2 

orang Calon kepala desa, 8 orang aparatur desa, dan 

10 orang dari masyarakat terdekat beserta tim 

suksesnya. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data dalam penelitian, 

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi, adalah penelitian turun langsung 

kelapangan untuk meninjau secara dekat 

permasalahan yang diteliti. 

 

2. Wawancara (interview) 

Wawancara adalah merupakan salah satu metode 

pengumpulan data yang diselenggarakan atau 

dilakukan dengan cara mengadakan Tanya jawab baik 

secara langsung maupun tidak langsung dengan sumbr 

data. Dalam hal ini menggunakan jenis interview 

bebas terpimpin yang dimaksud agar tidak terjadi 

kekakuan tapi terserah dengan pedoman yang 

ditetapkan.
21

 Interview ditunjukan kepada kepala desa 

                                         
20Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Edisi 

Revisi VI (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 32. 
21

Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Rienika Cipta, 2006), 72. 
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dan aparatur pekon canggu kecamatan batu brak 

kabupaten lampung barat. 

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi, adalah proses pengumpulan data 

melaluimenghimpun data yang tertulis dan tercetak. 

Menurut Suaharsimi Arikunto menyatakan bahwa 

dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal 

atau variable majalah, prasasti, notulen rapat agenda 

dan sebagainya. 

 

5.  Teknik Pengelolaan Data 

Teknik pengelolaan data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Editing, 

Editing yaitu pemeriksaan kembali sebuah 

data yang diperoleh terutama dari segi 

perlengkapan,kejelasan 

makna,kesesuaian,keselerasian satu sama lain. 

 

b. Wawancara  

Wawancara adalah usaha untuk membuat 

klasifikasi terhadap data-data ataubahan-bahan yang 

telah diproses untuk mengetahui data-data yang telah 

diproses sesuai atau tidak sesuai hasil wawancara. 

 

c. Systematizing atau sistematisasi 

Systematizing atau sistematisasi yaitu 

“menempatkan data menurut kerangka sistematika 

bahasan berdasarkan urutan masalah”, yang dimaksud 

dalam hal ini yaitiu; mengelompokan data secara 

sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu 

menurut klasifikasi dan urutan masalah
22

 

 

 

                                         
22 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, 29 
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6.  Teknik Analisa Data 

Analisa data  diperoleh dengan cara  menguraikan 

atau mencari pemecahan dari catatan-catatan yang berupa 

kenyataan atau bahan data setelah data diperoleh,maka data 

tersebut, maka data tersebut dianalisa  sesuai dengan 

kajjian penelitian Pelaksanaan Kampanye Hitam dan 

Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa canggu 

kecamatan batu brak kabupaten lampung barat. Setelah 

data terhimpun selanjutnya akan dikaji mengunakan 

analisis secara kuantitatif berupa prosedur yang 

menghasilkan data deskriptif yaitu suatu gambaran atau 

penjelasan secara logis atau sistemmatis. Kemudian ditarik 

kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dan 

permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini 

dengan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu 

dengan cara menarik kesimpulan dimulai dari peryataan 

umum,menuju pernyataan khusus,dengan mengunakan 

penalaran atau rasio. 

 

I. Sistematik Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini 

maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing 

masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu 

merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan 

dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah: 

 

BAB I  Pendahuluan, Bab ini merupakan pendahuluan 

sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi 

beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang di 

uraikan menjadi beberapa sub-bab yaitu penegasan judul, latar 

belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian 

terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 
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BAB II  Landasan Teori, Bab ini memuat tentang fiqh 

siyasah yang terdiri dari pengertian, kedudukan, cakupan dan 

kriteria. Sub bab kedua tentang kampanye hitam dan politik 

uang yang terdiri dari definisi kampanye hitam dan politik uang, 

bentuk politik uang, strategi politik uang dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi terjadinya politik uang. Sub bab ketiga memuat 

tentang dalil kampanye hitam dan politik uang. Sub selanjutnya 

terakhir tentang pendapat ulama terhadap kampanye hitam dan 

politik uang. Sub bab terakhir tentang pemilihan kepemimpinan 

dalam fiqh siyasah. 

 

Bab III Gambaran Objek Penelitian, bab ini memuat 

tentang gambaran umum Desa Canggu Kecamatan Batu Brak 

Kabupaten Lampung Barat, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 

dan Kampanye Hitam Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa 

Canggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. 

 

BAB IV  Analisis, Bab keempat merupakan inti dari 

penelitian yaitu Pelaksanaan Kampanye Hitam dan Politik Uang 

Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Canggu Kecamatan Batu 

Brak Kabupaten Lampung Barat dan Perspektif Fiqh Siyasah 

Tasyri’iyah Terhadap Pelaksanaan Kampanye Hitam dan Politik 

Uang. 

 

BAB V Penutup, Bab ini merupakan bab yang paling 

akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan 

kesimpulan dari seluruh pembahasan dan rekomendasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Perspektif Fiqh Siyasah 

1. Pengertian Fiqh Siyasah 

Islam sebagaimana dikenal,mulai dari Madinah 

merupakan negara dan sebagai negara tentunya harus 

mempunyai lembaga hukum,untuk mengatur hidup 

kemasyarakatan warganya. Hukum yang  dipakai dalam Islam 

berdasar pada wahyu, dan kalau diperhatikan sejarah turunnya 

wahyu,akan kelihatan bahwa ayat-ayat yang mengandung 

soal-soal hidup kemasyarakatan memang diturunkan di 

Madinah. Ayat-ayat yang mengandung dasar hukum, baik 

ibadah maupun hidup kemasyarakatan, disebut ayat ahkam. 

Secara termonologi, Abdul Wahab Khallaf 

mendefinisikan bahwa Siyasah adalah pengaturan 

perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban 

dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.Sementara Louis 

Ma‟luf memberikan batasan bahwa Siyasah adalah membuat 

maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan 

keselamatan. Sedangkan Ibn Manzhur mendefenisikan 

Siyasah sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan 

cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. 

Sedangkan di dalam Al-Munjid disebutkan, siyasah adalah 

membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka 

ke jalan yang menyelamatkan.Siyasah juga berarti ilmu 

pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan 

luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan 

atas dasar keadilan dan istiqomah.
1
 Fiqh Siyasah merupakan 

salah satu cabang ilmu yang bahasannya cukup banyak 

menarik perhatian para ulama.
2
 

                                         
1Ridwan, Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan, (Yogyakarta: FH 

UII Press, 2007),  74. 
2 Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawâ`Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian 

Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern," Jurnal Al-‟Adalah, Volume 12  Nomor 1 

(2014): 103–18, https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178. 
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Agama Islam, tidak hanya  masalah Ubudiyah dan 

Ilahiyah saja yang dibahas. Akan tetapi tentang kemaslahatan 

umat juga dibahas dan diatur dalam Islam, dalam kajian ini 

salah satunya adalah Politik Islam yang dalam bahasa 

agamanya disebut fiqh siyasah. 

Fiqh siyasah dalam konteks terjemahan diartikan 

sebagai materi yang membahas mengenai ketatanegaraan  

Islam (Politik  Islam). Secara bahasa fiqh adalah mengetahui 

hukum-hukum Islam yang bersifat amali melalui dalil-dalil 

yang terperinci. Sedangkan Siyasah adalah pemerintahan, 

pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, 

pengurusan, dan pengawasan. 

Rasulullah berada dalam alam kesatuan, berusaha 

membuat dasar pembentukan masyarakat dan menimbulkan 

daya gerak yang mempengaruhi kehidupan politik. Ibnu 

khaldn sebagaimana yang dikutip M. TahirAzhary, 

menemukan satu tipologi Negara  dengan tolak ukur  

kekuasaan. Ia  membagi Negara menjadi dua kelompok yaitu: 

a. Negara dengan ciri kekuasaan alamiah (al-mulkat-taba‟i) 

b. Negara dengan ciri kekuasaan politik (al-mulkas-siyasi).3
 

Tipe Negara yang pertama ditandai oleh kekuasaan 

yang sewenang-wenang (dipotisme) dan cendrung kepada 

hukum rimba. Disini keunggulan dan kekuatan sangat 

berperan. Kecuali itu perinsip keadilan diabaikan. Tipe Negara 

yang kedua dibagi menjadi tiga macam yaitu pertama,Negara 

hukum atau nomokrasi Islam (as-siyasah ad-diniyyah), 

karakteristik as-siyasah ad-diniyyah ialah kecuali al-Quran 

dan Sunnah, akal manusia sama-sama berperan dan berfungsi 

dalam kehidupan Negara .Kedua, Negara hukum sekuler (as-

siyasahal-„aqliyyah), tipe ini hanya mendasarkan pada hukum 

sebagai hasil rasio manusia tanpa mengindahkan hukum yang 

bersumber dari wahyu. Ketiga, Negaraala “republik" plato (as-

siyasah al-madaniyyah),merupakan suatu Negara yang 

                                         
3 Muhammad Tahir Azhari, Negara Hukum “Suatu Studi Tentang Prinsip-

Prinsipnya  Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Madinah 

dan Masa Kini (Bogor: Kencana, 2003), 13. 
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diperintah oleh segelintir golongan elit atas sebagian golongan 

budak yang tidak mempunyai hak pilih. 

Fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang 

membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat 

manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa 

penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang 

kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengn ajaran Islam,
4
 

guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan 

menghirdarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin 

timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara yang dijalaninya. 

Fiqh siyasah merupakan tarkibi dhafi atau kalimat 

majemuk yang terdiri dari  dua kata, yakni fiqh dan siya>sah. 

Secara etomologi, fiqh merupakan  bentuk masdhar  dari 

tashrifan kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti pemahaman 

yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan 

ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkansecara 

terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu 

hukum-hukum syara‟ yang bersifat perbuatan yang dipahami 

dari dalil-dalilnya yang rinci.5 

Berdasarkan beberapa arti di atas, maka tidak keliru 

jika dikatakan bahwa siyasah berarti penyelenggaraan 

pemerintahan dan kenegaraan.Karena dalam penyelenggaraan 

negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, 

memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan 

administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya 

dengan kehidupan masyarakat. 

Suyuti Pulungan menampilkan beberapa pendapat 

ulama tentang objek kajian fiqh siyāsah yang berbeda-beda, 

lalu menyimpulkan bahwa objek kajiannya adalah:
6
  

                                         
4Khamami Zada, Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, (Jakarta: 

Erlangga, 2008), 17. 
5 Ibnu Syarif, Mujardan Zada, Khamami, Fiqh Siyasah; Doktrin Dan 

Pemikiran Politik Islam (Jakarta: Erlangga, 2008), 31 
6  Ibid., 58. 
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1. Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai 

pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan 

kemaslahatan umat.  

2. Pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan.  

3. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta 

hak dan  kewajiban masing-masing dalam usaha 

mencapai tujuan negara. 

Metode yang digunakan dalam membahas Fiqh 

Siyāsah tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam 

membahas fiqh lain, dalam fiqh siyāsah juga menggunakan 

ilmu ushul fiqh dan qōwaîd fiqh. Dibandingkan dengan fiqh-

fiqh yang disebutkan, penggunaan metode ini dalam fiqh 

siyāsah terasa lebih penting. Alasannya, masalah siyasah 

tidak  diatur secara terperinci oleh syari‟at Al-Qur‟an dan 

Al-Hadis.
7
  

Secara umum, dalam fiqh siyāsah, digunakan metode-

metode seperti: 

1. Al-Qiyās 

Al-Qiyās menurut bahasa Arab memiliki arti 

menyamakan, membandingkan, atau  mengukur, seperti 

menyamakan si A dengan si B karena kedua orang itu 

mempunyai tinggi yang sama, bentuk tubuh yang sama, 

wajah yang sama dan sebagainya.
8
 

Fiqh Siyāsah, digunakan untuk mencari ilat 

hukum. Dengan penggunaan Al- Qiyās, hukum dari 

sesuatu masalah,  dapat diterapkan pada masalah yang 

lain pada masa dan tempat yang berbeda, jika masalah-

masalah yang disebutkan terakhir mempunyai ilat 

hukum yang sama dengan masalah yang disebutkan 

pertama.  

Penggunaan al-Qiyās sangat bermanfaat, 

terutama dalam memecahkan masalah-masalah baru. 

Akan tetapi kenyataanya, tidak semua masalah baru 

                                         
7  H. A. Djazuli, Fiqh Siyâsah (Jakarta: Kencana, 2007), 30. 
8 Agus Hermanto, Rohmi Yuhani, Ushul Fiqh Dalil dan Metode Istinbath 

Hukum Islam (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 43. 
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dapat dipecahkan dengan penggunaan Al- Qiyās. Dalam 

keadaan demikian, digunakan metode lainnya.
9
 

2. Al-Mashalahah al-Mursalah.  

Al-Mashalahah al-Mursalah yaitu suatu 

kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara‟ dan 

tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk 

mengerjakan atau meninggalkannya, sedang untuk 

dikerjakan atau mendatangkan kebaikan yang besar atau 

kemaslahatan.  

Al-Mashalahah al-Mursalah disebut juga 

maslahat yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang 

mengakui keabsahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk 

hukum dengan cara Al-Mashalahah al-Mursalah 

semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia 

dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak 

kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.
10

  

Pembentuk hukum dengan cara maslahah 

mursalah sematamata untuk mewujudkan kemaslahatan 

manusia dengan mendatangkan manfaat dan menolak 

kemudaratan dan kerusakan bagi manusia.
11

 

3. Sadd al-Dzarîah dan Fath al- Dzarîah 

Fiqh siyāsah sad al-Dzarîah digunakan sebagai 

upaya pengendalian masyarakat untuk menghindari 

kemafsadzataan. Dan Fath al- Dzarîah digunakan 

sebagai upaya perekayasaan masyarakat untuk 

mencapai kemaslahatan.
12

 

4. Al-„Ādah   

Metode ketiga yang banyak digunakan dalam 

Fiqh Siyāsah adalah al-„ādah. Adah  ini ada dua 

                                         
9 Abdul Muin Salim, Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-

Qur‟an  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 50.  
10 Agus Hermanto, Rohmi Yuhani, Ushul Fiqh Dalil dan Metode Istinbath 

Hukum Islam, 56-57. 
11 Hasan Baharun and Syafiqiyah Adhimiy, "Limitasi Keluar Rumah Bagi 

Perempuan „Iddah Wafat Dalam Perspektif Maslahah Mursalah," Jurnal Al-‟Adalah, 

Volume 15 Nomor 1 (2018): 151, https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2161. 
12 Abdul Muin Salim, Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-

Qur‟an  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 51. 
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macam, yaitu: al-ādah ash shohihah dan al-„āddah al-

fasidah. Al-ādah ash sohihah yaitu adat yang tidak 

menyalahi Syara‟, sedangkan al-„adah al-fasida  yaitu 

adat yang bertentangan dengan syara.
13

 

5. Al-Istihsān 

Istihsān menurut bahasa berarti menganggap 

baik atau mencari yang baik. Menurut ulama usul fiqh, 

Istihsān ialah meninggalkan hukum yang telah 

ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang 

ditetapkan berdasar dalil syara‟, menuju (menetapkan) 

hukum lain dari peristiwa atau kejadian itu juga, karena 

ada suatu dalil syara‟ yang mengharuskan untuk 

meninggalkannya. Dalil yang terakhir disebut sandaran 

Istihsân.14 

6. Kaidah-kaidah Kulliyah Fiqhiyah 

Kaidah ini sebagai teori ulama banyak 

digunakan untuk melihat ketepatan pelaksanaan Fiqh 

Siyāsah. Kaidah-kaidah ini bersifat umum. Oleh karena 

itu dalam penggunaannya perlu memperhatikan 

kekecualian-kekecualian dan syarat-syarat tertentu. 

 

2. Kedudukan Fiqh Siyasah  

Berdasarkan pembahasan pengertian fiqh siyasah di 

dalam hukum Islam. Dengan diketahui sistematika hukum 

Islam, maka dapatlah difahami kedudukan fiqih siyasah di 

dalam sistematika hukum Islam. Secara global hukum Islam 

dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang 

mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya (ibadah) dan 

hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia 

dalam masalah-masalah keduniaan secara umum 

(mu‟amalah). Tatanan yang pertama sudah jelas, tegas dan 

tidak mengalami perkembangan, tidak membuka peluang 

untuk penalaran manusia.Sedangkan tatanan yang kedua 

                                         
13  Ibid. 
14 Agus Hermanto, Rohmi Yuhani, Ushul Fiqh Dalil dan Metode Istinbath 

Hukum Islam,  48. 
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dasarnya adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-hak 

sesama manusia. Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara 

umum, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk 

mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dan 

menegakkan ketertiban hubungan dalam kehidupan 

masyarakat.
15

 

Syari‟at adalah ketentuan-ketentuan hukum yang 

tegas ditunjukan oleh Al-Qur‟an dan sunnah Rasulullah yang 

dapat dibuktikan kesahihannya, sedangkan fiqh adalah ilmu 

tentang hukum-hukum syara‟ yang berkaitan dengan 

perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci dan 

fiqih adalah hasil dari ijtihad dan pemahaman ulama terhadap 

dalil-dalil hukum terutama Al-Qur‟an dan Hadis. Fiqih 

siyasah atau siyasah syar'iyyah adalah otoritas pemerintah 

untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai 

peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang 

tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama 

sekalipun tidak terdapat dalil tertentu.Fiqih siyasah atau 

siyasah syar'iyyah berarti politik menurut ajaran syari‟at. 

Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran 

Islam.Siyasah syar'iyyah atau fiqih siyasah lebih terbuka 

(dinamis) dari pada fiqih dalam menerima perkembangan dan 

perbedaan pendapat.Perbedaan kondisi dan perkembangan 

zaman berpengaruh besar terhadap Siyasah Syar'iyyah. Dalam 

fiqih siyasah pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang 

secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan 

kemaslahatan dibutuhkan olehmanusia.
16

 

Fiqh Siyasah mempunyai kedudukan penting juga 

memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Untuk 

memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-

kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan 

masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain 

umumnya. Pemerintah membutuhkansiyasah syar'iyyah. 

                                         
15Yusdani, Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran (Yogyakarta: 

Amara Books, 2011),  21 
16Ibid. 
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Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit 

mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fiqh siyasah 

(siyasah syar'iyyah) juga dapat menjamin umat Islam dari hal-

hal yang bisa merugikan dirinya. Fiqh siyasah dapat 

diibarakan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, 

ranting, dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang 

dapat dinikmati oleh umat Islam. 

 

3. Cakupan Fiqh Siyasah 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya diperoleh 

penjelasan bahwa fiqih siyasah adalah bagian dari fiqh. Kata 

siyasah pada awalnya memiliki banyak arti, sebagaimana telah 

disebutkan di atas.Namun kemudian digunakan secara spesifik 

untuk menunjuk pada masalah negara dan pemerintahan, 

karena pada penyelenggaraan negara dan pemerintahan itu 

tersirat beberapa arti yang terkandung dalam kata siyasah 

seperti mengendalikan, mengatur memerintah, mengurus, 

mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat 

kebijaksanaan. Siyasah syar'iyyah berarti penyelenggaraan 

negara dan pemerintahan yang berdasarkan syari‟ah. Dengan 

demikian, objek kajian siyasah syar'iyyah adalah semua hal 

yang berkenaan dengan penyelenggaraan negara dan 

pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam.
17

 

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan 

ruang lingkup kajian fiqih siyasah (siyasah syar'iyyah) 

diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada 

pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang 

pembahasan.Bahkan ada sebagian ulama yang membagi 

ruanglingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang.Tapi 

perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena 

hanya bersifat teknis.
18

 

                                         
17 Juhaya S Praja, Pemikiran Ketatanegaraan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 

2010), 13. 
18Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2006), 64. 
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T. M. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana yang dikutip 

dalam bukunya Muhammad iqbal, membagi ruang lingkup 

fiqih siyasah menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai 

beriku; kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan 

(Siyasah Dusturiyyah Syar‟iyyah), kebijaksanaan tetang 

penetapan hukum (Siyasah Tasyri‟iyyah Syar‟iyyah), 

kebijaksanaan peradilan (Siyasah Qadha`iyyah Syar‟iyyah), 

kebijaksanaan ekonomi dan moneter (Siyasah Mâliyyah 

Syar‟iyyah), kebijaksanaan administrasi negara (Siyasah 

Idariyyah Syar‟iyyah), kebijaksanaan hubungan luar negeri 

atau internasional (Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah 

Syar‟iyyah), politik pelaksanaan undang-undang (Siyasah 

Tanfîdziyyah Syar‟iyyah), politik peperangan (Siyasah 

Harbiyyah Syar‟iyyah). 

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian 

fiqh Siyasah (Siyasah Syar‟iyyah) mencakup kebijaksanaan 

pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (Siyasah 

Dusturiyyah), ekonomi dan moneter (Siyasah Mâliyyah), 

peradilan (Siyasah Qadha`iyyah), hukum perang (Siyasah 

Harbiyyah), dan asministrasi negara (Siyasah `Idariyyah). 

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat 

bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter 

serta hubungan internasional.Abdul Wahhab Khallaf membagi 

ruang lingkup kajian fiqh siyasah(siyasah syar‟iyyah) menjadi 

tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan 

keuangan negara. 

Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan fiqh 

siyasah (siyasah syar‟iyyah) di atas dapat dipahami bahwa 

pembahasan pokok fiqih siyasah meliputi berbagai bidang 

yang terkait erat dengan masalah politik dan kenegaraan. 

Bidang-bidang tersebut antara lain adalah masalah dusturiah 

yang mencangkup siyasah penetapan hukum, siyasah 

peradilan, siyasah administrasi dan siyasah penerapan hukum. 

Siyasah dusturyyah adalah siyasah yang berkaitan dengan 

peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batas kekuasaan 

pemerintahan, cara pemilihan kepala negara, hubungan 

penguasa rakyat. Dengan kata lain siyasah dusturyyah 
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membahas tentang sistem politik hukum menurut ajaran 

Islam, politik perundang-undangan, lembaga legeslatif, 

lembaga yudikatif dan birokrasi atau eksekutif. 

Selain bidang siyasah dusturyyah. Pembahasan fiqih 

siyasah (siyasah syar‟iyyah) adalah Siyasah 

Dauliyyah/Kharijiyyah, yaitu Siyasah yang berhubungan 

dengan pengaturan hubungan antar suatu negara dengan 

negara lain, tata cara pergaulan hubungan antar warga negara, 

baik dalam situasi perang maupun damai. Termasuk pula di 

dalam pembahasan fiqh Siyasah adalah Siyasah Maliyyah dan 

Siyasah Harbiyyah.Siyasah Maliyyah yaitu siyasah yang 

mengatur sumber-sumber keuangan negara.Sedangkan 

Siyasah Harbiyyah, yaitu siyasah yang mengatur tentang 

peperangan dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan 

hal tersebut. 

Berdasarkan beberapa jenis fiqih siyasah, maka secara 

spesifik fiqih siyasah yang digunakan yakni Siyasah 

Dauliyyah/Kharijiyyah. Siyasah Dauliyyah merupakan dalam 

lingkup kajian Ketatanegaraan islam, yang mana merupakan 

kajian akademik mengenai kekuasaan dan keteraturan 

masyarakat dalam perspektif agama islam yang mencakup 

hukum, dogma, tradisi, sejarah dan pemikiran tokoh. 

Termasuk juga di dalam ketatanegaraan islam mengenai 

perang untuk menjaga kedaulatan wilayah. Istilah perang 

banyak yang menyamakannya dengan seruan jihad. 

Bidang-bidang Siyasah Syar‟iyyah bukan harga mati 

yang tak dapat ditawar-tawar.Bidang-bidang Siyasah 

Syar‟iyyah dapat berbeda-beda antara satu negara Islam 

dengan negara Islam lainnya dan dapat berkembang seiring 

dengan perkembangan zaman. Faktor-faktor lain yang 

memungkinkan adanya perbedaan dan perkembangan Siyasah 

Syar‟iyyah itu antara lain; perbedaaan orientasi politik, latar 

belakang budaya, tingkat pendidikan, dan sejarah perkebangan 

Islam itu sendiri di negara masingmasing. Dalam arti kata 

tidak ada aturan baku yang mengatur ruang lingkup sari 

Siyasah Syar‟iyyah. 
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4. Kriteria Fiqh Siyasah 

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemengang 

kekuasaan harus sesuai dengan  semangat syari‟at.Kebijakan 

politik yang dikeluarkankekuasaan disebut Siyasah wad‟iyah 

(sumber-sumber hukum Islam yang tidak berasal dari 

wahyu).Namun Siyâsah wad‟iyyah harus tetap diseleksi dan 

diukur dengan kerangka wahyu, kalau ternyata bertentangan 

atau tidak sejalan dengan semangat wahyu.Maka kebijakan 

politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai 

Siyasah Syar‟iyyah dan tidak boleh diikuti, sebagaimana 

ditegaskan dalam sabda Rasulullah Saw. La tha‟ata li 

makhluqin fî ma‟siyatillah (Tidak ada ketaatan makhluk dalam 

hal melakukan maksiat kepada Allah). Sebaliknya, kalau 

sesuai semangat kemaslahatan dan jiwa syar‟iat maka 

kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 

oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti. Hal ini 

sesuai dengan firman Allah (QS.an-Nisa, 4:59): 

                           

                              

                     

[٤٥]سورة النساء,   

 

“Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan 

ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian 

jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah 

dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) 

dan lebih baik akibatnya”.(QS. An-Nisa [4]: 59)
19

 

 

                                         
19 Departeman Agama, Al Qur‟an dan Terjemahnya (Bandung: Al Hikmah, 

2007), 87. 
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Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh 

pemegang kekuasaan harus memnuhi kriteria-kriteria sebagai 

berikut: 

a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari‟at Islam 

b. Meletakkan persamaan (al-musyawarah) kedudukan 

manusia di depan hukum dan pemerintahan 

c. Tidak memberatkan masyarakat yang akan 

melaksanakannya 

d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat 

e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan 

Selain kriteria di atas hukum Islam memiliki 

karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik 

sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Perbedaan 

karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal 

langsung dari Allah, bukan dari buatan manusia, dimana 

semua itu tidak luput dari kepentingan individu dan hawa 

nafsu pembuatan hukum tersebut.Salah satu contoh 

karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar 

hukum yang ditetapkan oleh Allah dapat dilaksanakan oleh 

manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya. 

Sementara menurut Yusuf Al-Qadharawi sebagaimana 

yang dikutip dalam bukunya Abdul Manan, berpendapat 

bahwa karakteristik hukum Islam ada sepuluh, yaitu: 

a. Hukum Islam itu memudahkan dan menghilangkan 

kesulitan  

b. Memerhatikan tahapan masa atau berangsur-angsur Turun 

dari nilai ideal menuju realita dalam situasi darurat.Segala 

hal yang merugikan atau kesengsaraan umat harus 

dilenyapkan dan dihilangkan  

c. Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan 

kemudharatan.  

d. Kemudharatan yang bersifat khusus digunakan untuk 

kemudharatan yang bersifat umum 

e. Kemudharatan yang ringan digunakan untuk menolak 

kemudhartan yang berat 
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f. Keadaan terpaksa memudahkan perbuatan atau tindakan 

yang terlarang  

g. Apa yang dibolehkan karena terpaksa, diukur menurut 

ukuran yang diperlukan 

h. Menutup sumber kerusakan didahulukan atas 

mendatangkan kemaslahatan.
20

 

 

5. Jenis-Jenis Fiqh Siyasah 

Pada penelitian ini kajian fiqh siyasah yang digunakan 

adalah  dusturiyah. Fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan 

antara pemimpin disuatu pihak dan rakyatnya dari pihak lain 

serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam 

masyarakat ini. Sedah tentu ruang lingkup pembahasaannya 

sangat luas.Oleh karena itu, didalam fiqh siyasah dusturiyah 

biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan 

perundang-undangan yang dituntun oleh hal ihwal 

kegenegaraan dari segi kesusaian dengan prinsip-prinsip 

agama dan merupakan realisasi ke maslahatan manusia serta 

memenuhi kebutuhannya. 

Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat 

luar dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum, disiplin 

ini meliputi: 

a. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan) 

b. Persoalan imamah, hak dan kewajiban 

c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya 

d. Persoalan bai‟at 

e. Persoalan waliyul ahdi 

f. Persoalan perwakilan 

g. Persoalan ahlul alli wal aqdi 

h. Persoalan wazarah dan perbandingannya 

Keseluruhan persoalan tersebut, dan fiqh dusturiyah 

umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: 

 

                                         
20Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2006), 64. 
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a. Dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-quran maupun Hadist, 

maqasidu syariah, dan mangat ajarat Islam didalam 

mengatur masyarakat, tidak akan berubah bagaimanapun 

perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy menjadi 

unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. 

b. Aturan-aturan yang dapat berubah karena situasi dan 

kondisi, termasuk didalam hasil istihat para ulama, 

meskipun tidak seluruhnya.
21

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan jika 

fiqh siyasahdusturiyah adalah hukum yang mengatur 

hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara yang 

satu dengan warga Negara yang lain dalam batas-batas 

administrasi suatu Negara. Di dalamnya mencakup 

pengangkatan imam, hukum pengangkatan imam, syarat ahlu 

ahlwalahli, syarat imam pemberhentian imam, persoalan 

bai‟ah persoalan hujaroh (kementrian). 

Sumber-Sumber Fiqh Dusturiyah: 

a. Al-qur‟an, yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan 

prinsip-psrinsip kehidupan masyarakat. 

b. Al-hadits, terutama hadits-hadit yang berhubungan dengan 

imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasul SAW 

didalam menerapkan hokum di negeri Arab. 

c. Kebijakan-kebijakan Khulafau Rasyidin didalam 

mengendalikan pemerintahan, meskuipun mereka 

mempunyai perbedaan didalam gaya pemerinyahannya 

sesuai dengan pembawaan sifat dan wataknya masing-

masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu 

Reorientasi. 

d. Ijtihad ulama didalam mencapai kemaslahtan umat, 

misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. 

e. Adat kebiasaan suatu bangsa, yang tidak beretentangan 

dengan prinsip-prinsip al-qur‟an dan hadits. Ada 

                                         
21H.A. Djazuli, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu 

Syariah, (Jakarta: Kencana, 2003), 47-48. 
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kemungkinan adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis 

yang disebut konversi
22

 

 

Kata-kata imam didalam Al-Quran, baik dalam bentuk 

mufrad/tunggal maupun dalam bentuk jamak atau yang di 

idhafah-kan tidak kurang dari 12 kali disebutkan. Pada 

umumnya telah disebutkan kata imam menunjukkan kepada 

bimbingan kepada kebaikan, meskipun kadang-kadang 

dipakai untuk seseorang pemimpin satu kaum dalam arti yang 

tidak baik. Kami contohkan dari beberapa surah Al-Quran. 

Yaitu. (QS: At-Taubah Ayat: 8) 

 

                   

                    

“Bagaimana bisa (ada perjanjian dari sisi Allah dan 

Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin), padahal jika 

mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, mereka 

tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu dan 

tidak (pula mengindahkan) perjanjian. Mereka menyenangkan 

hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Dan 

kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik (tidak 

menepati perjanjian)”. (QS. At-Taubah [9]: 8) 

 

Selain itu imamah bisa di artikan gelar yang diberikan 

seseorang yang memegang kepemimpinan masyarakat dalam 

suatu gerakan sosial, atau suatu ideologi politik atau pula 

suatu aliran pemikiran, keilmuan, juga keagamaan. Otoritas 

imamah juga memiliki dua sisi yang menyatu: pertama 

bersifat syar'i dan kedua bersifat siyasi. 

 

Al-Marwadi menyebut dua hak imam, yaitu hak untuk 

ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, apabila kita 

mempelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu 

                                         
22 Muchtar Affandi, Ilmu-Ilmu Kenegaraan (Bandung: Alumni, 2014), 157. 
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hak untuk mendapat dari harta Baitul Mal untuk keperluan 

hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan 

kedudukannya sebagai imam.
23

 

 

Hak yang ke tiga ini pada masa abu bakar, diceritakan 

bahwa setelah 6 bulan diangkat jadi khalifah, Abu bakar masih 

pergi ke pasar untuk berdagang dan dari hasil dagangannya 

itulah beliau memberi nafkah keluarganya. Kemudian para 

sahabat bermusyawarah, karena tidak mungkin seorang 

khalifah dengan tugas yang banyak dan berat masih harus 

berdagang untuk memenuhi nafkah keluarganya. Maka 

akhirnya di beri gaji 6.000 dirham setahun,
24

 dan menurut 

yang lain di gaji 2.000 sampai 2.500 dirham.
25

 

 

Bagaimanapun perbedaan-perbedaan di dalam jumlah 

yang diberikan kepada Abu Bakar satu hal adalah pasti bahwa 

kaum muslimin pada waktu itu telah meletakkan satu prinsip 

penggajian (memberikan gaji) kepada khalifah.  Hak-hak 

imam ini erat sekali kaitannya dengan kewajiban rakyat. Hak 

untuk di taati dan untuk dibantu misalnya adalah kewajiban 

rakyat untuk mentaati dan membantu, seperti tersurat di dalam 

al-qur‟an. 

 

Islam sebagai agama amal adalah sangat wajar apabila 

meletakkan pada kewajiban. Hak itu sendiri datang apabila 

kewajiban telah dilaksanakan secara baik. Bahwa kebahagiaan 

hidup di akhirat akan diperoleh apabila kewajiban-kewajiban 

sebagai manifestasi dari ketaqwaan telah dilaksanakan dengan 

baik waktu hidup di dunia. Ternyata tidak ada kesepakatan di 

antara para ulama terutama dalam perinciannya sebagai 

                                         
23 Al Mawardi, Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayah al-Dinniyah (Mesir: 

Musthafa al-„Arabi al-Halabi), 15-16. 
24 Abdul Qadir Audah, Al islam Wa Audlo‟una Asiyasiyah Darul Qitab Al 

Arabi (Al Qhahirah, 1951), 189. 
25 Yusuf Musa, Nidham al-Hukmi fi al-Islam (Darul Kitabil Arabi, al-

Qhahirah, 1963), 12. 
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contoh akan dikemukakan, kewajiban imam menurut al-

Mawardi antara lain: 

a. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan 

dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf. 

b. Mentafidzkan hukum-hukum diantara orang-orang yang 

bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan sehingga 

keadilan terlaksana secara umum. 

c. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat 

dengan tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, 

serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan 

terhadap jiwanya atau hartanya. 

d. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak 

berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba 

dari kebinasaan dan kerusakan. 

e. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar 

musuh tidak berani menerang dan menumpahkan darah 

muslim atau non muslim yang mengadakan perjanjian 

damai dengan muslim. 

f. Memerangi orang yang menentang Islam setelah 

dilakukan dakwah dengan baik-baik tetapi mereka tidak 

mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir dzimi. 

g. Memungut upah dan shadaqah sesuai dengan ketentuan 

syara‟ atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu. 

h. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-

orang yang berhak menerimanya dari baitul mal dengan 

wajar serta membayarkannya pada waktunya. 

i. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan 

jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta 

menyerahkan pengurusan kekayan negara kepada 

mereka. Akan pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-

orang yang ahli, dan harta negara di urus oleh orang yang 

jujur. 

j. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di 

dalam membina umat dan menjaga agama.
26

 

                                         
26Ibid., 17. 



35 

 

Yusuf Musa menambahkan kewajiban lain, yaitu:  

Menyebarluaskan ilmu dan pengetahuan, karena kemajuan 

umat sangat tergantung pada ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu 

keduniawian.
27

 Yang penting ulil amri harus menjaga dan 

melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan hak asasi 

manusia, seperti hak milik, hak hidup, hak mengemukakan 

pendapat dengan baik dan benar, hak mendapatkan 

penghasilan yang layak hak beragama dan lain-lain. 

 

Di dunia Islam sekarang ini, kriteria kepala negara 

(presiden) juga sangat beragam. Di Pakistan, misalnya, 

seseorang dapat dipilih menjadi presiden dengan syarat: 

Muslim dengan sekurang-kurangnya 45 tahun (Pasal 41 ayat 2 

konstitusi Pakistan). Di Mauritina presiden pun harus seorang 

muslim (Pasal 23 konstitusi Republik Meurintina 1991). 

 

Saudi Arabia, Pakistan Brunei Darussalam, Libya, 

Irak (konstitusi 1990) maurintinia dan malaysia menyebut 

Islam sebagai agama resmi negara, sedangkan indonesia 

mengatakan dalam Pasal 29 UUD 1945 (yang tidak 

diamandemen). Pada ayat (1), Pasal tersebut, negara berdasar 

ketuhanan Yang Maha Esa, dan Pada pasal (2), negara 

menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 

agamnya masing-masing dan untuk beribadat menurut agaman 

dan kepercayaannya itu.
28

 

 

Bai‟at (mubayah‟ah), pengakuan mematuhi dan 

menaati imam yang dilakukan oleh ahal al-hall wa al-aqd dan 

dilaksanakan sesudah permusyawaratan.
29

 Bai‟at pertaa 

terhadap khalifah terjadi di Tsaqie-fah Bani Sa‟idah yang 

diceritakan oleh Ibnu Qutaibah Adainuri sebagai berikut: 

Kemudian Abu Bakar menghadap kepada orang-orang Ansor 

                                         
27Ibid.,  141. 
28 Pasal 1 dan 2  Undang-Undang Dasar 1945 
29 T.M. Hasbi Siddiqy, Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam 

(Yogyakarta: Matahari Masa, 1969), 66. 
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memuji Allah dan mengajak meraka untuk bersatu serta 

melarang berpecah belah selanjutnya Abu Bakar 

berkata,”Saya nasihatkan kepadamu untuk membai‟at salah 

seorang diantara dua orang ini, yaitu Abi Ubaidah bin Jaroh 

atau Umar. 

 

Di samping itu kata-kata Bai‟at ternyata tidak 

selamanya sama. Oleh krna itu, lafal Bai‟at dapat dibuat 

sesuai kebutuhan dan lingkungan asal tidak bertentangan 

dengan semangat dan prinsip-prinsip Al-qur‟an dan sunnah 

Rasulullah.  

 

Menurut Al Mawardi arti Wuzarah menurut bahasa 

adalah kebebanan dari kata Al wizru yang memikul beban 

kepala negara. Dan selanjutnya diambil dari kata Al wazar 

yang artinya tempat kembali/lari, karena kepala negara selalu 

kembali pemikiran/pendapat dan pertolongan Wazirnya.
30

 

Wizarahbukanlah sesuatu yang  baru dan terdapat pada 

pemerintahan Islam saja. Wizarah telah ada sejak zaman Pra-

Islam. Wizarah ini telah dikenal jauh pada masa Mesir kuno, 

bani Israil dan Persia Kuno. Dalam sejarah Islam, pengertian 

wazir sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang 

dimainkan oleh Abu bakr dalam membantu tugas-tugas 

kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW. Pada masa 

Umar, dinasti Bani Umaiyah dan Bani Abbas memiliki 

perbedaan peran dalam wazir. Pada masa bani abbas kata 

wazir ini mulai dipakai untuk lembaga kementerian negara.  

 

Wazir pertama yang diangkat oleh Abu al-„abbas al-

saffah pada masa ini adalah Abu Salamah al-Khallal. 

Kepadanya khalifah melimpahkan sebagian tugas-tugas 

kenegaraan. Dia menjalankan tugas-tugasnya atas nama 

khalifah. Berdasarkan perbedaan peran dalam hal wazir maka 

Al-mawardi membagi kementerian ini menjadi dua bentuk, 

yaitu wazir al-tafwidh dan wazir al-tanfidz. Wazir al-tafwidh 

                                         
30Ibid., 23. 
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adalah menteri yang memiliki kekuasaan yang luas dalam 

memutuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik negara. 

Wazir berperan sebagai perdana menteri. Wazir tanfidz 

hanyalah pelaksana kebijaksanaan negara yang diputuskan 

oleh kepala negara atau wazir tafwidz. Kekuasaannya jauh 

lebih kecil dari wazir tafwidh. 

 

B. Kampanye Hitam dan Politik Uang 

1. Definisi Kampanye Hitam 

Menurut salah satu ilmuan politik, a campaign is a 

coordinated use of different methods of communication aimed 

at focusing attention on a particular problem and its solution 

over a periode of time. Kampanye merupakan koordinasi dari 

berbagai perbedaan metode komunikasi yang memfokuskan 

perhatian pada permasalahan tertentu dan sekaligus cara 

pemecahannya dalam kurun waktu tertentu.
31

 

 

Sedangkan black campaign atau kampanye hitam 

ialah dimaknai sebagai jalan untuk mendapatkan suatu jabatan, 

seperti jabatan yang dianggap tinggi dengan cara-cara yang 

tidak sehat. 
32

 

 

Kampanye merupakan suatu jalan yang dilakukan 

oleh tim kampanye dengan tujuan tercapainya visi dan misi 

seorang kandidat. Pengertian lain kampanye ialah 

berkampanye dengan jujur atau mematuhi berbagai perbuatan 

dan aturan dalam kampanye dengan menyampaikan berita 

yang benar adanya dan tidak berbuat curang demi kepentingan 

golongan atau pribadi. Kampanye berusaha mendorong 

pemberi suara menuju ke tempat pemilihan untuk memberikan 

suara kepada calon atau kandidat. Cara agar calon atau 

kandidat meraih sebanyak mungkin suara ialah dengan 

                                         
31 Rosadi Ruslan, Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2013), 23. 
32 Natapraja, “Analisis Black Campaign (Kampanye Hitam),” Jurnal Kajian 

Ilmu Administrasi Negara, Vol. 4 No. 2 (2016): 185, https://journal.uny.ac.id>index. 
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melakukan smart campaign atau setidaknya memperhatikan 

hal-hal berikut: 

a. Model kampanye terbaik ialah sepanjang usia dengan 

asumsi menjadi orang baik, sehingga orang tersebut akan 

dipercaya ketika membutuhkan dukungan 

b.  Kampanye terbaik ialah menyampaikan cira sosial dan 

figure diri di depan publik supaya publik akan 

mengertikarakter orang tersebut dan kalau perlu sampai 

sejelas-jelasnya. 

c. Praktek kampanye terbaik ialah melalui ajakan atau 

bujukan yang dapat dilakukan dengan cara 

menyampaikan pendapat dari satu orang ke orang lain. 

Strategi ini juga harus seimbang dengan penguatan 

strategi serta yang lainnya serta harus seimbang dengan 

rasiobalisasi.
33

 

 

Saat ini, media sosial mengubah cara pandang 

masyarakat terhadap kehidupan sosial. Soerjono Soekanto 

sebagaimana dikutip oleh Dikdik M. Arief Mansur mengatakan 

bahwa kemajuan di bidang teknologi akan berjalan dengan 

munculnya perubahan di bidang kemasyarakatan khususnya di 

bidang nilai sosial, kaidah sosial, pola perikelakuan, organisasi, 

dan susunan lembaga kemasyarakatan
34

 

 

Kementerian Komunikasi dan Informatika 

(Kemenkominfo) pada periode Agustus 2018 sampai dengan 

Februari 2019 mengidentifikasi ada 771 konten hoaks di dunia 

maya.
35

 Sulitnya pengungkapan berbagai kasus kampanye 

hitam (black campaign) yang beredar di media sosial memang 

akan memberikan dampak pada penyelenggaran Pemilu secara 

                                         
33 Nur Hidayat Sardini, Rasionalitas Pilkada (Jakarta: Suara merdeka, 2015), 

3. 
34 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law: Aspek Hukum 

Teknologi Informasi (Bandung: Refika Aditama, 2005), 3. 
35 Agus Mansur, “Konten Hoax Warnai Dunia Maya”, Neraca.co.id, 2019, 

(http://www.neraca.co.id/article/114161/jelangpilpres-771-konten-hoax-warnai-dunia-

maya. 
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keseluruhan. Kampanye hitam (black campaign) bukan saja 

akan merugikan pasangan calon yang sedang bertanding dalam 

kontestasi pemilu, melainkan merugikan masyarakat juga 

karena akan terdampak pada penggiringan opini yang salah. 

Hal ini justru bertentangan dengan hak dasar masyarakat yang 

tertuang dalam UndangUndang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengenai hak 

untuk mendapatkan informasi yang baik dan benar. Tidak 

terungkapnya berbagai kasus kampanye hitam (black 

campaign) di dunia maya dapat memberikan opini bahwa 

penegakan hukum tidak berjalan dengan baik. 

Kampanye hitam (black campaign) dapat 

membahayakan bagi keutuhan bangsa dan negara. Penggunaan 

internet khususnya media sosial memang memberikan dampak 

positif kepada masyarakat, tetapi akan menimbulkan ancaman 

bagi ideologi bangsa apabila dipergunakan untuk sesuatu yang 

salah seperti kampanye hitam (Black campaign) 

Menurut Hukum Islam, kampanye dapat diartikan 

sebagai dakwah. Secara bahasa dakwah berasal dari bahasa 

Arab yang artinya ajakan.
36

 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, kampanye 

hitam merupakan bagian dari problematika pelaksanaan 

kampanye Pemilu dikarenakan pelaksanaan kampanye hitam 

tidak didasari dengan moral yang baik dan tidak mengajak atau 

memanggil dengan proses yang benar. Jadi, dapat disimpulkan 

kampanye hitam lebih mengarah dan cenderung menimbulkan 

fitnah serta berisi kebohongan atau tuduhan yang tidak ada 

bukti. Kampanye yang seperti inilah yang dapat diberikan 

hukuman dan sanksi apabila tim kampanye terbukti melakukan 

kampanye jenis ini. 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) N0. 7 

Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Umum mengatur 

semua jenis atau bentuk kampanye. Ada 9 jenis kampanye 

yaitu
37

: 

                                         
36 Pius A Partanto dkk, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola 1994), 626. 
37 Ibid, 627. 



40 

a. Debat publik/debat terbuka antar calon 

b.  Kegiatan Lain yang tidak melanggar peraturan perundang-

undangan 

c. Pemasangan alat peraga di tempat umum 

d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum 

e. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik  

f. Penyiaran melalui radio dan televisi  

g. Pertemuan terbatas 

h. Rapat umum 

i. Tatap muka dan dialog 

Selain itu terdapat pula jenis-jenis kampanye menurut 

beberapa sumber, yaitu 
38

: 

 

a. Product Oriented Campaigns  

Kampanye yang berorientasi pada produk, 

umumnya terjadi di lingkungan bisnis, berorientasi 

komersial, seperti peluncuran produk baru. Kampanye ini 

biasanya sekaligus bermuatan kepentingan untu 

membangun citra positif terhadap produk barang yang 

diperkenalkan ke publiknya. 

 

b. Candidate Oriented Campaigns  

Kampanye ini berorientasi pada kandidat, 

umumnya dimotivasi karena hasrat untuk kepentingan 

politik. Contoh: Kampanye Pemilu, Kampanye 

Penggalangan dana bagi partai politik. 

 

c. Ideologically Or Cause Oriented Campaigns  

Jenis kampanye ini berorientasi pada tujuan-tujuan 

yang bersifat khusus dan seringkali berdimensi sosial atau 

Social Change Campaigns (Kotler), yakni kampanye yang 

ditujukan untuk menangani masalah-masalah sosial 

melalui perubahan sikap dan perilaku publik yg terkait. 

 

                                         
38 Rosadi Ruslan, Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2013), 30. 



41 

 

Jenis Kampanye yang sifatnya menyerang (attacking 

campaign)
39

 

a. Kampanye Negatif, menyerang pihak lain melalui 

sejumlah data atau fakta yang bisa diverifikasi dan 

diperdebatkan. 

b. Kampanye hitam (Black campaign), Kampanye yang 

bersifat buruk atau jahat dengan cara menjatuhkan lawan 

politik untuk menjatuhkan lawan politik. 

Berdasarkan berbagai jenis kampanye diperlukan 

sejumlah bentuk media, berikut beberapa media yang 

digunakan dalam kampanye. Seperti yang telah disebutkan 

sebelumnya, ada banyak bentuk dan jenis kampanye. Semua 

bentuk dan jenis kampanye ini membutuhkan media kampanye 

sebagai corong untuk menyampaikan informasi kepada 

masyarakat. Beberapa media kampanye yang umum digunakan 

adalah
40

:  

a. Media Elektronik (televisi, radio)  

b. Media Cetak (koran, tabloid, majalah) 

c. Media Komunikasi Kelompok (pameran, seminar, diskusi 

panel) 

d. Media Luar-Ruangan (poster, banner, billboard, papan 

nama) 

e. Media Digital (Website, media sosial, email, aplikasi 

chatting, dan lain-lain) 

 

2. Pengertian Politik Uang (Money Politic) 

Secara umum politik uang diartikan sebagai seni 

untuk memperolehkemenangan dalam memperebutkan 

kekuasaan. Sedangkan uang politik hanyasebagai akses untuk 

memperoleh kemenangan tersebut. Sedangkan menurut 

Ismawan politik uang diartikan sebagaiupaya mempengaruhi 

perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentuatau 

bisa dikatakan sebagai jual belisuara pada proses politik 

                                         
39 Ibid, 31 
40 Nur Hidayat Sardini, Rasionalitas Pilkada (Jakarta: Suara merdeka, 2015), 

10. 
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demokratisasi ataupemilihan umum seperti pemilihan tingkat 

nasional maupun pemilihan tingkat desa  

 Money politic dalam Bahasa Indonesia adalah suap, 

arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah 

uang sogok.
41

. Politik uang adalah pertukaran uang dengan 

posisi/ kebijakan/ keputusan politik yang mengatasnamakan 

kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan 

pribadi/ kelompok/ partai. 

Politik uang adalah suatu upaya memengaruhi orang 

lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau 

dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan 

kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik 

pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.
42

 

Politik Uang (Money Politic) dapat diartikan sebagai 

upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan 

menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik 

uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan 

kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (range) 

yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan 

umum suatu negara
43

. 

Politik uang adalah semua tindakan yang disengaja 

oleh seseorang atau kelompok dengan memberi atau 

menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya 

menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau tidak 

menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau 

dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari 

atau kepada pihak-pihak tertentu. 

Money politic adalah suatu bentuk pemberian atau 

janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak 

menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia 

menjalankan haknya denga cara tertentu pada saat pemilihan 

umum. Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau 

                                         
41 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994), 965.   
42 Thahjo Kumolo, Politik Hukum PILKADA Serentak (Bandung, PT Mizan 

Publika, 2015), 155.   
43  Ismawan, Pengaruh Uang Dalam Pemilu, 5.   
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barang. Politik uang umumnya dilakukan untuk menarik 

simpati para pemilih dalam menentukan hak suaranya tiap 

pemilihan umum. 

Perjalanannya bahwa politik uang ini merupakan 

tindakan membagi-bagikan uang, barang dan jasa sudah 

mengalami pembiasan makna. Sedangkanbatasan pelaku 

politik uang menurut Ismawan adalah orang yang memberi 

uangpolitik baik kandidat, pendukung atau tim sukses dan 

penerima uang politik dalam bentuk apapun. Politik uang 

dilakukan dengan sadar oleh pihak-pihak yang melakukan 

praktik politik uang. 

Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dikatakan 

bahwa money politic yang digunakan bisa berupa uang ataupun 

barang dengan tujuan untuk menarik simpati para pemilih. 

Dengan adanya beberapa klasifikasi pemilih sehingga 

diperlukan untuk menentukan sasaran khalayak yang kiranya 

sangat mudah untuk dipengaruhi agar calon kandidat bisa 

memenangkan kampanyenya untuk mengambil kekuasaan 

tersebut.  

Sasaran khalayak disini yaitu pemilih pemula 

dikarenakan pemilih pemula merupakan kalangan muda yang 

baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam 

pemilihan umum (pemilu). Selain itu, pemilih pemula belum 

memiliki pengalaman memilih dalam pemilihan umum 

(pemilu). Sehingga, pemikiran politik pemilih pemula 

dianggap cenderung labil. Padahal keberadaan mereka sangat 

potensial untuk menentukan pemimpin yang akan terpilih. 

Oleh karena itu, menurut para tim kampanye dianggap lebih 

mudah untuk mempengaruhi sasaran khalayak demi 

kesuksesan kampanyenya dalam pemilihan umum (pemilu). 

 

3. Bentuk-Bentuk Politik Uang (Money Politic) 

Berikut akan dijelaskan tentang bentuk-bentuk Money 

Politic, sebagai berikut: 

a. Berbentuk Uang (Cash Money) 

Bagi masyarakat uang memang diakui sebagai 

senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk 
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menaklukkan kekuasaan. Karena, pada dasarnya uang 

merupakan saudara kembar kekuasaan. Uang merupakan 

faktor penting yang berguna untuk mendongkrak 

personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan 

wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan 

politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa 

mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan 

kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, 

termasuk uang.
44

 

Modus Money Politic yang terjadi dan sering 

dilakukan, antara lain: 

a) Sarana Kampanye. Caranya dengan meminta 

dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, 

stiker dan kaos. Setelah selesai acarapun, para 

pendukung diberi pengganti uang transport dengan 

harga yang beragam.  

b) Dalam Pemilu ada beberapa praktik tindakan Money 

Politic misalnya: distribusi sumbangan, baik berupa 

barang atau uang kepada para kader  partai, 

penggembira, golongan atau kelompok tertentu. 

Bantuan Langsung (Sembako Politik). Yaitu 

pemberian dari calon tertentu untuk komunitas atau 

kelompok tertentu. Caranya, dengan mengirimkan 

proposal tertentu dengan menyebutkan jenis bantuan 

dan besaran yang diminta, jika proposal tersebut 

dikabulkan maka secara otomatis calon pemilih harus 

siap memberikan suaranya.  

Contoh nyata dari Sembako Politik adalah 

dengan mengirimkan kebutuhan sehari-hari, berupa: 

beras, mie, minyak, gula ataupun bahan-bahan 

sembako lainnya.8 Bentuk ini biasanya sangat efektif 

karena sasarannya tepat yaitu masyarakat yang 

ekonominya rendah. 

 

                                         
44 Heru Nugroho, Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa (Yogyakarta: 

Pustaka pelajar, 2001), 95.   
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b. Berbentuk fasilitas umum  

Politik pencitraan dan tebar pesona lazim 

dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati 

masyarakat didaerah pemilihannya. Hal ini tidak saja 

menguntungkan rakyat secara personal, namun fasilitas 

dan sarana umum juga kebagian “berkah”. Politik 

pencitraan dan tebar pesona melalui “jariyah politis” ini 

tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi 

juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah 

pemilihannya. Instrument yang dijadikan alat untuk 

menarik simpati masyarakat dengan menyediakan semen, 

pasir, besi, batu dan sebagainya. Fasilitas dan sarana 

umum yang biasa dijadikan Jariyah Politis, yaitu: 

Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan 

kecil (gang-gang), dan sebagainya 

 

4. Strategi Politik Uang (Money Politic) 

Dalam hal ini, terdapat beberapa strategi-strategi 

money politic, sebagai berikut:
45 

a. Serangan fajar   

Serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk 

menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli 

suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk 

memenangkan calon yang bakal menduduki posisi 

sebagai pemimpin politik. Serangan fajar umumnya 

menyasar kelompok masyarakat menengah ke bawah dan 

kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum. 

 

b. Mobilisasi massa 

Mobilisasi massa biasa terjadi pada saat kampanye 

yang melibatkan penggalangan massa dengan iming-

imingan sejumlah uang untuk meramaikan kampanye 

                                         
45 Dedi Irawan, “Studi Tentang Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu 

Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan,” Jurnal Ilmu 

Pemerintahan, Volume 3 Nomor 4 (Maret, 2015): 3-4, http://ejournal.ip.fisip-

unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/11/JURNALKU%20fx%20OK%20(11-10-

15-09-25-49).pdf.   
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yang diadakan oleh partai politik. Penggunaan uang 

biasanya untuk biaya transportasi, uang lelah serta uang 

makan, dengan harapan massa yang datang pada saat 

kampanye akan memilihnya kelak. 

Hal inilah biasanya terjadi fenomena pembelian 

pengaruh, dengan instrumen para tokoh masyarakat yang 

dijadikan vote getter untuk mempengaruhi pemilih sesuai 

dengan pesanan kandidat. Tidak dapat dipungkiri bahwa 

masyarakat saat ini mau mengikuti kampanye dengan cuma-

cuma. Sebagian masyarakat meminta uang makan dan bayaran 

untuk mengikuti kampanye akbar dan sebagainya. 

Bahwasanya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012 yaitu 

dalam hal pelaksana kampanye tidak diperkenakan 

menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya 

sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung 

ataupun tidak langsung.  

Strategi dalam hal ini baik melalui serangan fajar 

ataupun mobilisasi massa yang dilakukan oleh para tim 

kampanye untuk menarik simpati para pemilih bisa diberikan 

sebelum masa kampanye, saat masa kampanye, pada masa 

tenang, ataupun malam hari menjelang esoknya datang ke TPS 

serta bisa juga dengan cara meramaikan kampanye akbar 

berupa jalan sehat, panggung hiburan, patrol, dll. 

 

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Money 

Politic 

Dilihat dari masyarakatnya, ada beberapa faktor 

mengapa banyak rakyat yang terlibat dalam politik uang, 

antara lain:
46

 

a. Kemiskinan  

Sebagaimana kita ketahui, angka kemiskinan di 

Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah keadaan 

dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi 

                                         
46 Hasunacha N, “Sebab Akibat Politik Uang Pada Pemilu”, 

Hukumpedia.com, 2016,  http://www.hukumpedia.com/hasunachan/sebab-akibat-

politik-uang-pada-pemilu. 
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kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat 

berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat 

disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan 

dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan 

pekerjan. Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan 

menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat 

uang. Money politic pun menjadi ajang para masyarakat 

untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang 

terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan 

diterima yaitu, tindakan suap dan jual beli suara yang 

jelas melanggar hukum. Yang terpenting adalah mereka 

mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya. 

 

b. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik  

Masyarakat banyak belum tahu apa itu politik, 

bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari 

politik. Itu semua bisa disebabkan karena tidak ada 

pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah ataupun 

masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap 

politik di Indonesia. Sehingga ketika ada pesta politik, 

seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh 

dengan pemilu. Tidak mengenal partai, tidak masalah. 

Tidak tahu calon anggota legislatif, tidak masalah. 

Bahkan mungkin, tidak ikut pemilu pun tidak masalah. 

Kondisi seperti ini menyebabkan maraknya politik uang. 

Masyarakat yang acuh dengan pemilu dengan mudah 

menerima pemberian dari para peserta pemilu. Politik 

uang pun dianggap tidak masalah bagi mereka. Mereka 

tidak akan berpikir jauh ke depan bahwa uang yang 

diberikan itu suatu saat akan 'ditarik' kembali oleh para 

calon kandidat yang nantinya terpilih. Mereka tidak 

menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya 

justru merugikan diri mereka sendiri. 
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c. Kebudayaan 

Saling memberi dan mendapat rejeki, tidak boleh 

ditolak. Begitulah ungkapan yang nampaknya telah 

melekat dalam diri bangsa Indonesia. Uang dan segala 

bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai 

rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dan 

karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus 

memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan 

memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan 

politik uang demi memenangkan peserta pemilu tersebut. 

Hal itu semata-mata dilakukan sebagai ungkapan 

terimakasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap si 

pemberi yang memberi uang. 

 

C. Dalil-Dalil Tentang Kampanye Hitam Dan Politik Uang 

Berdasarkan pemaparan sebelumnya bahwa kampanye 

hitam dan politik uang telah dilarang oleh Undang-Undang 

dan memiliki sanksi yang tegas bagi siapa saja yang 

melanggar. Begitupun yang telah ditetapkan dalam Islam, 

kampanye hitam dan politik uang merupakan perbuatan yang 

tercela serta dzolim karena mengarah pada perbuatan fitnah, 

penghinaan, dan pencermaran nama baik.  

Hukum Islam mengharamkan perbuatan tercela 

seperti megumpat, mencaci maki, menebar kebencian, serta 

menyebarkan aib orang lain. Islam datang untuk merombak 

sistem kehidupan masyarakat pra-Islam, untuk itu Islam 

membawa sunnah yang berbeda dari sunnah-sunnah 

sebelumnya.
47

 Islam juga sangat membenci orang-orang yang 

melakukan dosa tersebut, dan mengancam mereka dengan 

siksaan yang pedih di hari kiamat nanti dan memasukan 

mereka ke dalam golongan orang-orang yang fasik. 

Sebagaimana firma Allah SWT. dalam Q.S. Al-Qalam ayat 

10-12:   

                                         
47 Alamsyah, “Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum 

Islam,” Jurnal Al- Adalah, Vol. XII No.3 (2015): 481 

http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/201. 
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 [٠١-٠١]سورة الـقـلـم, 

 

 “Dan janganlah kamu ikuti Setiap orang yang 

banyak bersumpah lagi hina, Yang banyak mencela, yang 

kian ke mari menghambur fitnah, Yang banyak menghalangi 

perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak 

dosa”.(QS. Al-Qalam [68]: 10-12) 

 

Firman Allah SWT. tersebut menerangkan perbuatan 

hina seperti fitnah dapat menghalangi perbuatan baik dan 

apabila melampaui apa yang telah dibataskan maka banyaklah 

dosa bagi siapa saja yang melakukannya. Jelaslah bahwa 

perbuatan fitnah merupakan perbuatan yang sangatlah 

ditentang oleh Allah SWT.
48

 

 

Kampanye hitam dan politik uang yang dikenal juga 

sebagai fitnah dan suap menyuap (risywah) dalam Islam, 

merupakan perbuatan yang paling banyak dilakukan oleh 

banyak orang untuk menjatuhkan lawan dan juga untuk 

mencemarkan nama baik seseorang
49

 Dampak yang akan 

ditimbulkan dari perbuatan ini ialah keluarnya penyakit 

hati,syirik, kikir, angkuh, dan dapat menyebabkan penyakit 

(patologi) social atau tingkah laku menyimpang dalam 

kehidupan bermasyarakat dan tidak dibenarkan dalam islam. . 

Seseorang Perbuatan fitnah juga akan membuat hidup 

menyesal, oleh sebab itu berhati-hatilah untuk mendengarkan 

kabar atau berita jangan sampai mempercayai adanya fitnah. 

Allah SWT. telah berfirman dalam Q.S Al-Hujarat ayat 6 : 

 

                                         
48 Muhammad Abi Bakr ar-Razi, Mukhatasar as-Shihah (Beirut: Dar al- 

Ma‟rifah, 2005), 3. 
49Akhmad Danial, Iklan Politik TV Modernisasi Kampanye Politik Pasca 

Orde Baru (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2009), 45. 
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 [٥]سورة الحُـجُـرات,

 

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang 

kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka 

periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu 

musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya 

yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” 

(QS. Al-Hujurat [49]: 6). 

 

Ayat ini merupakan penjelasan bagi kita, apabila 

mendengarkan suatu berita maka periksalah terlebih dahulu 

karena jika berita tersebut termasuk ke dalam fitnah maka 

akan dimasukan dalam katagori dosa besar. 

 

Selain itu juga, apabila kita melakukan perbuatan 

fitnah maka kita termasuk ke dalam orang-orang yang tidak 

akan diberikan syafa‟at oleh Nabi SAW. dan juga termasuk 

ke dalam golongan yang akan memasuki neraka jahannam. 

 

Jelaslah bahwa perbuatan fitnah sangat dilarang oleh 

Islam, dan bukan termasuk ke dalam perbuatan yang patut 

diikuti dan ditiru oleh orang banyak. Termasuk juga 

kampanye hitam dan politik uang bukanlah perbuatan yang 

patut ditiru, selain akan dikenakan hukum Negara perbuatan 

ini juga akan membuat pelakunya mendapat dosa besar yang 

akan ditanggung di akhirat kelak. 

 

D. Pendapat Ulama Terhadap Kampanye Hitam Dan Politik 

Uang 

Fenomena kampanye hitam dan politik uang cukup 

erat kaitannya pada pemilihan umum, dalam fikih siyasah, 

istilah pemilihan umum dikenal dengan Intikhabah al-

„ammah. Intikhabah merupakan jama‟ muannas salim yang 
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berasal dari kata Intakhaba yantakhabu yang artinya 

memilih.
50

 

 

1. Pengertian Suap (risywah) 

Risywah berasal dari bahasa arab, yang berarti 

memasang tali, mengambil hati
51

. Istilah lain yang seperti 

dan biasa dipakai dikalangan masyarakat adalah "suap”. 

Risywah atau sogok merupakan penyakit sosial atau 

tingkah laku yang menyimpang dalam kehidupan 

bemasyarakat dan tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. 

 

Risywah ialah pemberian apa saja berupa uang atau 

yang lain kepada penguasa, hakim atau pengurus suatu 

urusan agar memutuskan perkara atau menang, Risywah 

menurut para ulama dan ahli bahasa dalam kamus Al 

Misbahul Munir dan Kitab Al-Muhalla Ibnu Hazm adalah 

pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau 

lainnya untuk memenangkan perkaranya atau 

mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya 

dengan cara yang tidak dibenarkan (bathil).guhkannya 

sesuai dengan kehendak pemberi dengan cara yang 

zalim.
52

 

 

Risywah menurut para ulama dan ahli bahasa 

dalam kamus Al Misbahul Munir dan Kitab Al-Muhalla 

Ibnu Hazm adalah pemberian yang diberikan seseorang 

kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan 

perkaranya atau mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan 

kehendaknya dengan cara yang tidak dibenarkan 

(bathil).
53

 

                                         
50 Muhammad Ibn Manzur, Lisan al-Arab, Jilid I (Beirut: Dar Shadir, t.t), 751. 
51 Yunus Mahmud, Kamus Bahasa Arab-Indonesia (Jakarta: Handika Agung, 

1989), 142. 
52 Hepi Riza Zen, “Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan 

Syariah,” Jurnal Al-adalah, Volume 12 No. 1 (2015): 2, 

https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.205. 
53 Ahmad Rahman, Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 63. 
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Sedangkan menurut istilah dikenal beberapa 

pengertian suap (Risywah) seperti berikut ini:  

a. Suap adalah pemberian terhadap seorang pejabat 

dengan tujuan kepentingan si pemberi bisa terealisir 

sekalipun melalui usaha-usaha yang tidak sehat dan 

tidak sesuai dengan aturan. Suap semacam ini haram 

hukumnya, baik bagi yang memberi maupun yang 

menerima. Jika pemberian ini dimaksudkan untuk 

mempertahankan hak-hak pemberi karena dia berada 

di pihak yang benar, maka pemberian itu hanya 

haram bagi yang menerima.  

 

b. Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada 

seseorang dengan syarat orang yang diberi tersebut 

dapat menolong orang yang memberi. maksudnya 

adalah sesuatu pemberian baik berupa uang, barang 

atau jasa yang diberikan pada seseorang dengan 

tujuan meraih sesuatu yang diinginkan, berkat 

bantuan orang yang diberi tersebut.  

 

c. Suap adalah sesuatu yang diberikan setelah 

seseorang telah meminta pertolongan berdasarkan 

kesepakatan. Definisi ini kurang umum karena tidak 

mencakup definisi suap yang tanpa kesepakatan. 

Definisi ini juga tidak mencegah adanya semacam 

pemberian yang sebetulnya tidak termasuk suap, 

seperti misalnya sedekah. Karena sedekah kadang 

diberikan setelah ada yang memintanya.  

 

d. Suap adalah sesuatu yang diberikan untuk 

mengeksploitasi sesuatu yang hak menjadi yang 

batil dan yang batil menjadi yang hak. Artinya 

sesuatu itu diserahkan atau diberikan kepada orang 

lain supaya si pemberi di tolong walaupun dalam 

urusan yang tidak dibenarkan oleh syara'.  
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e. Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada 

seseorang agar orang yang diberi itu memberi 

hukuman dengan cara yang batil atau memberi 

sesuatu kedudukan agar berbuat dzalim. Dengan 

kata lain sesuatu yang diberikan oleh si penyuap 

kepada seseorang dengan tujuan agar penyuap 

mendapat pertolongan dengan hukum batil dari 

masalah yang hak atau agar mendapatkan 

kedudukan yang tidak layak baginya.  

 

f. Suap adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang 

kepada hakim atau lainnya agar orang itu 

mendapatkan kepastian hukum atau memperoleh 

keinginanya. Definisi ini menjelaskan suap adalah 

sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim 

atau pejabat dan lainnya dengan segala bentuk dan 

caranya. Sesuatu yang diberikan itu ada kalanya 

berupa harta atau sesuatu yang bermanfaat bagi 

penerima sehingga keinginan penyuap tersebut dapat 

terwujud baik secara hak maupun dengan car batil.
54

 

 

2. Unsur-unsur suap (Risywah) 

Unsur-unsur suap sebagai berikut:  

a. Penerima suap, yaitu orang yang menerima sesuatu 

dari orang lain baik berupa harta atau barang 

maupun jasa supaya mereka melaksanakan 

permintaan penyuap, padahal tidak dibenarkan oleh 

syara', baik berupa bantuan atau justru tidak berbuat 

apa-apa.  

 

b. Pemberi suap, yaitu orang yang menyerahkan harta, 

uang, atau barang dan jasa untuk mencapai 

tujuannya.  

                                         
54 Abdul, Muhsin Abdullah, Suap dalam Pandangan Islam (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2001), 9. 
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c. Suapan, yaitu harta, uang atau jasa yang diberikan 

sebagai sarana mendapatkan sesuatu yang 

didambakan, diharapkan atau diminta. 

 

3. Bentuk-bentuk suap (Risywah) 

Didalam hal suap menyuap terdapat beberapa betuk, 

sebagai berikut: 

a. Suap untuk membatilkan yang hak dan sebaliknya 

Hal ini jelas-jelas diharamkan oleh syara', karena 

hak itu kekal dan batil itu sirna. Syari'at Allah adalah 

cahaya yang menerangi kegelapan yang 

menyebabkan orang-orang mukmin terpedaya dan 

para pelaku kejahatan tertutupi dan terlindungi. 

Maka, setiap sesuatu yang dijadikan sarana untuk 

menolong kebatilan dia atas kebenaran itu haram 

hukumnya. Dengan demikian, suap yang jelas-jelas 

membatilkan yang benar atau membenarkan yang 

batil diharamkan dalam Islam serta harta yang 

dijadikan suap itu haram dimakan dan dosanya 

ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu, penyuap 

dan penerima suap. Tidak diragukan lagi bahwa 

menyerahkan harta untuk memperoleh sesuatu dari 

seseorang dengan cara yang menyimpang dari ajaran 

Allah adalah perbuatan yang paling buruk dan 

tercela di mata umum. Sebab, harta itu diserahkan 

untuk memperoleh sesuatu yang terlarang 

didapatkannya. Seperti misalnya, seorang hakim 

atau pejabat yang mengambil harta suapan untuk 

melakukan kebatilan berarti dia telah berbuat fasik 

karena alasan-alasan berikut ini: 

1) Ia mengambil harta itu sarana melakukan 

kebatilan.  

2) Ia menjatuhkan suatu hukuman secara tidak sah 

dan tidak benar, dan itu secara qath‟i 

diharamkan. 
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b. Suap untuk mempertahankan kebenaran dan 

mencegah kebatilan  

Secara naluri, manusia memiliki keinginan 

untuk berinteraksi sosial, berusaha berbuat baik. 

Akan tetapi, kadangkala manusia khilaf sehingga 

terjerumus dalam kemaksiatan dan perbuatan zalim 

terhadap sesamanya, menghalangi jalan hidup orang 

lain sehingga orang itu tidak memperoleh hak-

haknya. Akhirnya untuk menyingkirkan dan meraih 

hak-haknya terpaksa harus menyuap. Suap-menyuap 

dalam hal ini, diperbolehkan. Namun, ia harus 

bersabar terlebih dahulu sehingga Allah 

membukakan jalan untuknya. Menujrut jumhur 

ulama, untuk suap jenis kedua ini adalah yang 

menanggung dosanya hanya orang yang menerima 

suap. Termasuk juga seseorang yang diperbolehkan 

menyerahkan hartanya karena keselamatan jiwanya 

terancam dan tidak dimungkinkan untuk membela 

diri. Hal ini tidak termasuk suap karena Allah SWT 

berfirman Dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 

286: 

                         

                             

                    

                             

                   

    

[١٨٥]سورة البقرة,  

“Allah tidak membebani seseorang melainkan 

sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat 

(pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan 
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dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang 

diperbuatnya. (Mereka berdoa), Ya Tuhan kami, 

janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau 

kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, 

janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang 

berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-

orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah 

Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak 19 

sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, 

ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah 

pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi 

orang-orang kafir” (Q.S Al-Baqarah [2]: 286). 

 

c. Suap untuk memperoleh jabatan atau pekerjaan 

Serah terima jabatan kepada generasi yang 

memiliki dedikasi, loyalitas, dan kemampuan yang 

mapan merupakan amanat agama yang harus 

dijadikan pegangan, oleh karena itu, kita harus 

menutup jalan dan jangan sampai memberi 

kesempatan kepada orang untuk memperoleh jabatan 

dengan jalan yang tidak benar dan menyimpang dari 

prosedur yang semestinya sebagaimana suap yang 

ditempuh kebanyakan orang. Cara ini jelas 

diharamkan oleh Allah SWT. Semakin tinggi 

kedudukan yang diraih, semakin besar pula dosa 

yang ditanggungnya. Keharaman cara ini dijelaskan 

dalam firman Allah SWT surat An-Nisa‟ ayat 58, 

sebagai berikut: 

                     

                         

                    

[٤٨]سورة النساء,   
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“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan 

apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia 

hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. 

Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi 

pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha 

Mendengar, Maha Melihat". (Q.S. An-Nisa‟ [4]: 

58)‟‟ 

 

 Berdasarkan dari beberapa bentuk suap 

(Risywah) diatas, maka pemilihan Peratin di Pekon 

Canggu  Kec. Batu Bekhak Kab. Lampung Barat 

termasuk kedalam poin no (c) yaitu suap dalam 

memperoleh jabatan atau pekerjaan. 

Kemudian untuk memilih seorang pemimpin 

sangat dianjurkan tidak memilih pemimpin yang 

terbukti melakukan pelanggaran seperti kampanye 

hitam dan politik uang. Para pakar siyasah 

menyifatkan kampanye dengan beberapa prinsip, 

menurut mereka antara lain :
55

 

1) Prinsip jujur dan benar 

Prinsip ini merujuk pada ketentuan 

syari‟ah yang menganjurkan pada semua 

muslim harus berkata jujur dan benar. Ini sama 

halnya dengan firman Allah dalam Q.S Qaf ayat 

18:  

                     

 [٠٨]سورة ق,

“Tiada suatu ucapanpun yang 

diucapkannya melainkan ada di  dekatnya 

Malaikat Pengawas yang selalu hadir”. (QS. 

Qaf [50]: 18) 

 

                                         
55 Lukman Thaib, Politik Menurut Prespektif Islam (Malaysia: Synergymate 

Sdn, Bhd, 1998), 135. 
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2) Tidak mengotori kehormatan dan kemuliaan 

pihak lawan 

Ada dua pembahasan yang merujuk 

pada prinsip ini, diantaranya sabda Rasulullah 

SAW yang artinya “Darah, harta benda dan 

kehormatan setiap orang Islam adalah haram 

diganggu.” 

Berdasarkan pada kedua pembahasan tersebut, 

jelaslah bahwa perkara politik dan segala 

polemiknya yang tidak berazas dan juga semua jenis 

kekerasan dalam kampanye pemilu adalah 

diharamkan oleh syari‟ah. 

Perbuatan menawarkan diri supaya bisa 

menjadi pemimpin, terdapat dalam Al-Qur‟an 

mengenai perkataan Yusuf as. dalam Q.s Yusuf ayat 

55: 

                        

[٤٤]سورة يوسف,   

“Berkata Yusuf: “Jadikanlah aku 

bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku 

adalah orang yang pandai menjaga, lagi 

berpengetahuan".(QS. Yusuf [12]: 55) 

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, menurut 

tafsir pendapat ulama Al-Allamah Al-Alusi, ayat 

tersebut merupakan ayat yang membolehkan 

seseorang untuk menyanjung dirinya sendiri dengan 

berdasarkan fakta yang sebenarnya apabila ia tidak 

terlalu dikenal. Begitu juga sama halnya dengan 

meminta jabatan apabila tidak ada yang mau 

mencalonkan 
56

. Kekuasaan atau jabatan tersebut 

dapat diminta apabila ada orang kafir dan zhalim 

yang menginginkan kekuasaan. 

                                         
56Departemen Agama RI, Al-Qur;an dan Terjemahnya (Bandung: PT. Sygma 

Examedia Arkenleema, 2012), 242. 
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Oleh sebab itu, apabila terdapat seseorang 

yang memang sudah memenuhi persyaratan untuk 

menjadi pemimpin dan juga mampu berbuat adil 

serta mampu dalam mengamalkan hukum Allah, 

maka orang tersebut layak mencalonkan menjadi 

pemimpin  

Seorang ulama yang bernama Al-Qurthubi 

juga mengatakan bahwa ayat yang telah dijelaskan 

tersebut, merupakan ayat yang menjadi landasan 

untuk membolehkan seseorang yang meminta 

jabatan jika dirinya mampu dan memiliki 

pengetahuan yang layak. Berdasarkan tafsir ayat 

tersebut Nabi Yusuf a.s. meminta jabatan karena ia 

yakin saat itu tidak ada yang dapat menegakkan 

keadilan, serta hak-hak orang lain. 

Apabila seseorang mengetahui bahwa dirinya 

sudah sanggup atau layak terhadap jabatan tersebut, 

dan saat itu tidak ada yang mampu mencalonkan, 

maka menjadi wajib baginya meminta dengan 

mengabarkan bahwa dirinya layak menjadi seorang 

pemimpin. 

Sejalan dengan Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) , larangan ujaran kebencian juga dipertegas 

dalam Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang 

hukum dan pedoman bermuamalah melalui media 

sosial.  

 

E. Pemilihan Pemimpin dalam Islam (Fiqh Siyasah) Menurut 

al-Mawardi 

Istilah pemimpin dalam islam ada beberapa bentuk, 

yaitu khalifah, imamah, imarah, wilayah, sultan, mulk, dan 

ri‟asah. Setiap istilah ini mengandung arti pemimpin secara 

umum. Namun istilah yang sering digunakan dalam konteks 

pemimpin pemerintahan dan kenegaraan, yaitu : khalifah, 

imamah, dan imarah. Oleh karena itu, pembahasan pemimpin 

dalam islam diwakili oleh ketiga istilah ini, namun al-

Mawardi lebih sering menggunakan istilah imam/imamah. 
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Imamah menurut al-Mawardi adalah salah satu kedudukan 

atau jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian 

di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia. 57
 

Istilah imam yang merujuk pemimpin dalam al-Quran 

Al-Furqon ayat 74 yaitu: 

                           

              

[٤٣]سورة الفرقان,   

 “Dan orang-orang yang berkata: “ya Tuhan kami, 

anugrahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan 

kami sebagai penyenag hati (hati) kami, dan jadikanlah kami 

imam bagi orang-orang yang bertakwa”. (Q.S Al-Furqon 

[25]: 74) 

Kata lain yang dipergunakan yaitu ulil amri yang 

mana kata ini satu akar dengan kata amir sebagaimana 

disebutkan di atas, kata ulil amri berarti pemimpin tertinggi 

dalam masyarakat islam. Sebagaimana firman Allah SWT 

dalam surat An-Nisa‟ ayat 59 yang berbunyi: 

                           

                              

                     

[٤٥]سورة النساء,   

“Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang 

kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda 

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah 

(Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S An-Nisa [4]: 

59) 

                                         
57 A. Djazuli, Fiqh Siyasah (Jakarta: Kencana 2009), 56. 
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Dan An-nisa ayat 83 yang berbunyi: 

                           

                                

                     

 [٨٢]سورة النساء, 

“Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita 

tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka (langsung) 

menyiarkannya. (Padahal) apabila mereka menyerahkannya 

kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-

orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) 

mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan Ulil 

Amri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah 

kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian 

kecil saja (di antara kamu)”. (Q.S An-Nisa [4]: 83) 

 

Kata khalifah berasal dari kata khalafa, yakhlifu, 

khalfun yang berarti al-„aud atau al-balad yakni mengganti, 

yang pada mulanya berarti belakang. Adapun pelakunya yaitu 

mengganti disebut khalifah dengan bentuk jamak khulafa
58

 

yang berarti wakil, pengganti dan penguasa.
59

 

Menurut al-mawardi imamah berfungsi mengganti 

peranan kenabian dalam memelihara agama dan mengatur 

dunia.
60

 Posisi imam ini mempunyai implekasi moral untuk 

berusaha menciptakan kesejahtraan hidup bersama 

berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan. Kepemimpinan 

dan kekuasaan harus tetap diletakkan dalam rangka menjaga 

eksistensi manusia yang bersifat sementara,  

                                         
58 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab-Indonesia (Yogyakarta: Pustaka 

Media, 1984), 23. 
59 Kamaruzzaman, Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan 

Fundamentalis, 87. 
60 M.Dawan Raharjo, Enslikopedi Al-Quran:Tafsir Sosial Berdasarkan 

Konsep-Konsep Kuci (Jakarta: Paramadina, 1996), 358. 
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Adapun yang dimaksud oleh al-mawardi dengan 

imam adalah khalifah, raja, sultan atau kepala Negara, dan 

dengan demikian mawardi memberikan juga baju politik. 

Menurutnya, allah mengangkat umatnya untuk menjadi 

seorang pemimpin sebagai pengganti (khalifah) nabi, untuk 

mengamankan agama, dengan disertai mandat politik. Dengan 

demikian seorang imam disatu pihak adalah pemimpin agama, 

dan dipihak lain adalah pemimpin politik.
61

 

 

                                         
61 Munawir Sjadzali, Islam dan tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran 

(Jakarta: UI-PESS, 1993), 63. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Canggu Kecamatan Batu 

brak Kabupaten Lampung barat, masih menerapkan sistem 

kampanye hitam dan politik uang. Secara aplikasinya sudah 

memenuhi kriteria dalam praktikannya, menyebarkan isu sara, 

hoax dan kecurangan dalam berkampanye. Menggunakan tim 

sukses yang dikirim langsung kepada masyarakat untuk 

membagikan uang. Pengelontaran uang besar-besaran secara 

sporadis oleh pihak diluar kubu calon kepala desa, yaitu 

bandar/pemain judi, serangan fajar, menyalahi aturan undang-

undang dalam berdemokrasi. 

 

2. Pelaksanaan kampanye hitam dan politik uang pada pemilihan 

Kepala Desa Canggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten 

Lampung Barat dalam perspektif Fiqh siyasah Tasyri’iyah 

bertentangan dengan konsep siyasah tasyri’iyyah karena 

hukumnya haram karena hal itu termasuk dalam kategori 

riswdh di dalamnya terdapat upaya untuk mendapatkan 

dukungan dengan cara mengungkapkan kejelekan atau aib 

orang lain yang tidak berdasarkan fakta dan perbuatan ini jelas 

akan mendatangkan kemudharatan. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan, penelitian yang sudah dikaji penulis dapat 

memberikan bebrapa saran yang mungkin bisa bermanfaat untuk 

kemajuan sistem berpolitik yaitu : 

1. Diharapkan kepada pemerintah dapat mempertimbangkan 

hukum islam dan menjadikan hukum islam sebagai acuan 

dalam mencegah terlaksananya kampanye hitam dan politik 

uang karena kampanye hitam dan politik uang sudah menjadi 

kebiasaan dan ciri khas dalam sistem berpolitik di Indonesia 
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2. Diharapkan kepada masyarakat supaya dapat memahami dan 

mengerti akan pentingnya politik dan juga hukum untuk 

mengubah pengetahuan masyarakat agar tidak tergiur oleh 

iming-iming kampanye hitam dan politik uang. Dan supaya 

masyarakat bisa mentaati hukum sehingga, nantinya tidak 

akan berani melakukan kegiatan kampanye hitam dan politik 

uang.  
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